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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Oleh
Faddly Hendarsyah

Munculnya penyakit Covid-19 di tahun 2019 menyebabkan banyak orang yang
meninggal dunia disebabkan oleh Covid-19, sehingga Pemerintah perlu
menyelenggarakan Vaksinasi Covid-19 yang wajib diberikan kepada masyarakat
agar terlindungi dari penyakit Covid-19 ini. Penerbitan persetujuan vaksinasi
Covid-19 dilakukan karena bersifat darurat kesehatan masyarakat atau Emergency
Use Authorization (EUA). Masyarakat yang dikategorikan sasaran vaksin wajib
untuk melaksanakan vaksin. Masyarakat yang sesuai sasaran tidak mau untuk
divaksin, akan dikenakan sanksi sesuai aturan, sanksinya dapat administratif dan
dapat juga dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau
diberikan denda paling banyak seratus juta rupiah. Namun tentu saja dalam
implementasinya tidak selalu sesuai dengan apa yang telah diharapkan karena
masih ada masyarakat yang ragu dan menolak untuk dilakukan vaksinasi Covid-
19, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin melakukan penelitian
mengenai Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam
Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris. Secara
umum kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber yang berasal
dari bahan bacaan seperti buku dan peraturan perundang-undangan, serta
melakukan beberapa wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan telah
memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, baik
bersifat preventif maupun represif, namun penerapannya belum optimal.
Kemudian faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan sengketa medik adalah
kejadian yang tidak diharapkan pasca Vaksinasi Covid-19; informasi tidak
lengkap dari petugas; keterangan dan informasi yang tidak lengkap dan benar dari
pasien terkait riwayat kesehatan pasien; penilaian kondisi sasaran vaksin yang
salah; serta kelalaian petugas.

Saran dalam penelitian ini yaitu pertama Pemerintah melakukan sosialisasi dan
koordinasi kepada aparat penegak hukum terkait kejadian sengketa medik akibat
pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Kedua, tenaga medis dan tenaga kesehatan
sebaiknya dalam melaksanakan vaksinasi terhadap pasien harus memberikan KIE
yang lengkap kepada pasien.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Vaksinasi Covid-19, Tenaga Medis,
Tenaga Kesehatan.



ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR MEDICAL AND HEALTH PERSONNEL IN
THE IMPLEMENTATION OF THE COVID-19 VACCINATION

By
Faddly Hendarsyah

The emergence of the Covid-19 disease in 2019 caused many people to die due to
Covid-19, so the Government needs to organize the Covid-19 Vaccination which
must be given to the public to be protected from this Covid-19 disease. The
issuance of the approval for the Covid-19 vaccination is carried out because it is
a public health emergency or Emergency Use Authorization (EUA). People who
are categorized as vaccine targets are obliged to carry out the vaccine. People
who do not want to be vaccinated according to the target will be subject to
sanctions according to the rules, the sanctions can be administrative and can also
be subject to imprisonment for a maximum of one year and/or be fined a
maximum of one hundred million rupiah. But of course the implementation is not
always in accordance with what was expected because there are still people who
are hesitant and refuse to be vaccinated against Covid-19, therefore on this
occasion the author wants to conduct research on Legal Protection for Medical
Workers and Health Workers in Program Implementation. Covid-19 Vaccination
in Bandar Lampung City.

This research uses empirical normative juridical research method. In general,
research activities are carried out by collecting sources from reading materials
such as books and laws and regulations, as well as conducting several interviews.

The results of this study are medical personnel and health workers have obtained
legal protection in the implementation of Covid-19 vaccination, both preventive
and repressive, but the implementation is not optimal. Then the factors that have
the potential to cause medical disputes are unexpected events after the Covid-19
vaccination; incomplete information from officers; incomplete and correct
information and information from the patient regarding the patient's medical
history; incorrect assessment of the condition of the vaccine target; and staff
negligence.

Suggestions in this study are that the government first conducts socialization and
coordination with law enforcement officials regarding the occurrence of medical
disputes due to the implementation of the Covid-19 vaccination. Second, medical
personnel and health workers should in carrying out vaccinations against patients
must provide complete IEC to patients.

Keywords: Legal Protection, Covid-19 Vaccination, Medical Doctor, Health
Workers.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya wabah penyakit Covid-19 ditahun 2019 memiliki banyak dampak dalam kehidupan
manusia. Banyak orang yang meninggal dunia yang disebabkan karena wabah tersebut, salah
satu yang mengalaminya adalah Indonesia.> WHO merilis sebuah data pada 4 Februari 2021
bahwa sebanyak 103.989.900 yang sudah terdiagnosis penyakit tersebut dan sebanyak 2.260.259
yang tidak berhasil disembuhkan atau meninggal dunia, dengan case fatality rate (CFR) sebesar
2,2% dari penyakit Covid-19.% Di Indonesia sendiri orang-orang yang telah terdiagnosis penyakit
Covid-19 sebanyak 1.123.105 dengan total orang yang meninggal sebanyak 31.001 (CFR 2,8%),
hal tersebut dirilis dari data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan.* Sesuai dengan uraian
data yang dijelaskan tersebut, negara-negara di dunia berupaya untuk mencari cara agar pandemi
tersebut bisa segera terselesaikan. Vaksin yang efektif merupakan salah satu jalan keluar yang
terbaik untuk saat ini dalam menanggulangi pandemi tersebut, hal tersebut bertujuan agar tingkat
kematian dan keparahan penyakit tersebut bisa diminimalisir dengan signifikan. Oleh sebab itu,

dalam hal ini pemerintah mempunyai sebuah tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan

! Putu Agung Nara Indra Prima Satya,2020, “Covid19 Dan Potensi Konflik Sosial”. Jihi: Jurnal limiah Hubungan
Internasional, 39-45, 40, Doi: Https://Doi.Org/10.26593/Jihi.\/1i1.3867.39-45.

2 Siti Nurhalimah,2020, “Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan”. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i,
No 6, : 543-554, 545, Doi: Https://Doi.Org/10.15408/Sjsbs.\V/7i6.15324.

3WHO Coronavirus Dashboard, 2021,
Https://Covid19.Who.Int/?Gclid=Cjokcqgiapy6bbhcsarisaoiGjaciBzmwe6gnbcxntkmaagr4dtxbhqglnsl9sjfl29jw6vox
hbgsd6uaapkpealw Wcb. Who Coronavirus Disease (Covid-19) Dashboard. Diakses Pada 5 Februari 2021

4 Kementiran Kesehatan Republik Indonesia,2021, Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus(Covid-
19).Https://Infeksiemerging.Kemkes.Go.ld/.. Di Akses Pada Tanggal 4 Februari 2021



https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324
https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjacI_bzMw6GNBCXntKMaagR4tXBHQ1nsL9SjFl29jW6voxhBGSD6UaApkPEALw_wcB
https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjacI_bzMw6GNBCXntKMaagR4tXBHQ1nsL9SjFl29jW6voxhBGSD6UaApkPEALw_wcB
https://covid19.who.int/
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/

hak kepada rakyat, khususnya hak sehat baik secara fisik dan rohani, sebab hak sehat

dikategorikan hak dasar dan harus dipenuhi.®

Kesehatan adalah hak setiap warga negara yang harus mendapatkan jaminan atas perlindungan,
pemajuan, penegakan dan pemenuhannya. Jaminan tersebut telah tertuang dalam Pasal 28H ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Rl Tahun 1945 yang pada pointnya bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak-hak tersebut juga
disampaikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan bahwa hak untuk hidup sehat merupakan salah satu hak asasi manusia, yang
merupakan salah satu nilai kesejahteraan agar cita-cita bangsa Indonesia bisa terwujud. Hak asasi
manusia (HAM) adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap inividu, dengan
menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan. Negara Indonesia dalam
konstitusi menjamin dan melindungi kepentingan hukum negara dan warga negara, hal ini
dimuat sebagai benteng bagi warga negara.® Pemenuhan hak tersebut, dilakukan beberapa upaya
guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; diantaranya adalah imunisasi
atau vaksinasi.” Berdasarkan Pasal 3 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, menjelaskan bahwa karantina
kesehatan memiliki tujuan, sebagai berikut: a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat
terhadap penyakit dan/atau faktor-faktor yang berpotensi memberikan kedaruratan kesehatan di
masyarakat; b. Memberikan pencegahan kepada penyakit dan/atau faktor-faktor yang memiliki

potensi memberikan penyakit kepada masyarakat; c. Memberikan peningkatan dari sisi

° Budiyono, DKk., 2019, Hak Konstitusional:Tebaran Pemikiran Dan Gagasan (Bandar Lampung:Aura Publishing,
2019),17

6 Eddy Rifai, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Divonis Bebas Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia”, Http://Staff.Unila.Ac.ld/Eddyrifai/Kumpulan-Artikel/ Dikutip Tanggal 2 Oktober 2021.

" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/

ketahanan nasional, khususnya dari sisi kesehatan masyarakat; dan d. Masyarakat dan tenaga
medis dan tenaga kesehatan dijamin perlindungan dan kepastian hukum oleh negara. Pada pasal
15 ayat 1 poin a bahwa terdapat implementasi dari Undang-Undang di atas, yakni melakukan
karantina kepada masyarakat, memberikan isolasi, memberikan vaksin atau profilaksis,
memberikan rujukan, disinfeksi, dan/atau sesuai indikasi bahwa orang diberikan dekontaminasi.
Dalam keadaan darurat kesehatan yang melanda saat ini dimana tingkat kesakitan dan kematian
yang tinggi karena penyakit Covid-19 maka pemerintah wajib melakukan tindakan kekarantinaan
kesehatan salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi Covid-19 agar angka orang-orang yang
meninggal atau sakit yang diakibatkan oleh penyakit Covid-19 dapat ditekan secara signifikan.
Dengan demikian, vaksinasi Covid-19 adalah hak setiap orang yang bertujuan untuk
memberikan hak penghidupan kepada setiap orang, dan memberikan pencegahan terhadap
penyakit agar dapat menikmati kesehatan yang dimilikinya sebagai hak asasi manusia dan hak

atas kesehatannya.®

Pelayanan program vaksinasi dilaksanakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai
dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Imunisasi. Ketentuan ini mengacu pada konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa program untuk memberikan kesehatan kepada
masyarakat harus dilaksanakan oleh seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang
bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara

terus menerus harus ditingkatkan mutunya.

Tenaga kesehatan merupakan orang-orang yang memiliki ilmu di bidang kesehatan melalui

pendidikan dan mengabdikan dirinya untuk memberikan upaya kesehatan kepada masyarakat.

8 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan



Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu,
terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derjat kesehatan
masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit
dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Tenaga kesehatan telah
digolongkan menjadi beberapa yakni: tenaga di bidang medis, tenaga di bidang kesehatan
masyarakat, tenaga di bidang kesehatan lingkungan, kemudian tenaga dalam bidang gizi, tenaga
dalam bidang biomedikan, tenaga dalam bidang kesehatan tradisional, dan masih banyak tenaga-
tenaga yang lainnya.® Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19, yang berhak untuk memberikan
vaksin adalah seorang dokter ataupun perawat dan bidan yang mempunyai kompetensi dalam
bidangnya sebagaimana yang sudah diuraikan dalam peraturan. Dalam hal pemberian Vaksin
Covid-19 dilakukan oleh bidan atau perawat, pemberian vaksin tersebut harus sesuai dengan

mandat dari seorang dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.?

Pemerintah menyelenggarakan sebuah vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat agar bisa
terlindungi dari penyakit Covid-19. Program vaksinasi merupakan sebuah program yang akan
memberikan vaksin ke tubuh orang-orang agar imunnya bisa meningkat sehingga akan memiliki
kekebalan dalam mempertahankan dirinya dari serangan penyakit. Selain itu, vaksin juga
mempunyai beberapa manfaat lainnya, yakni memberikan kekebalan kepada tubuh, sehingga
akan terhindar atau tercegah dari penyakit Covid-19. Penerbitan persetujuan vaksinasi Covid-19
ini dilakukan karena bersifat darurat kesehatan masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia.
Persetujuan dalam memberikan vaksin ketika dalam situasi yang sangat darurat atau Emergency

Use Authorization (EUA) adalah pemberian izin yang dikeluarkan untuk persetujuan penggunaan

® Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
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obat/vaksin tertentu dalam keadaan gawat darurat yang mengancam kesehatan masyarakat.
Persetujuan penggunaan vaksin ini dilakukan berdasarkan panduan WHO sesuai Kriteria yaitu
kondisi dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat, terbukti secara ilmiah vaksin aman,
dapat mencegah dan melindungi masyarakat dari penyakit Covid-19 dan dalam pembuatannya

dilakukan secara baik dan bermutu sesuai standar.'!

Berdasarkan buku saku info vaksin yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa
vaksin merupakan kekebalan yang dimiliki orang terhadap penyakit-penyakit tertentu yang
berasal dari produk biologi berisikan sebuah antigen. Secara umum tujuan dilaksanakannya
vaksinasi ini adalah memberikan penurunan angka orang-orang yang sakit, kemudian
menurunkan angka kematian, dan kecacatan yang akan timbul oleh suatu penyakit tertentu yang
dapat dicegah dengan diberikannya vaksinasi. Dalam upaya menemukan vaksin Covid-19 tentu
memiliki kemungkinan adanya KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi) yang merupakan semua
kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi dan diduga berhubungan dengan imunisasi. Dalam
rangka penanggulangan KIPI, Kementrian Kesehatan telah membentuk komite nasional
pengkajian dan penanggulangan KIPI agar dapat mengkaji dan menanggulangi kejadian KIPI

bila terjadi setelah dilakukannya vaksinasi secara masal yang dilakukan oleh pemerintah.2

Kemudian Kementerian Kesehatan sebagai perwakilan pemerintah melakukan koordinasi dengan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengatasi keresahan yang berkembang di masyarakat.3

MUI membolehkan pemberian vaksinasi Covid-19 (coronavac) karena telah terbukti halal dan

11 Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama
Untuk Vaksin COVID19. https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-
Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-
Vaksin-COVID-19.html. dikutip tanggal 27 oktober 2021.

12 Buku Saku #Infovaksin Kementrian Kesehatan.2020. Hal 2.

13 paket Advokasi Vaksinasi Covid19 Lindungi Diri Lindungi Negeri.2021. Kementrian Kesehatan Republic
Indonesia.
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suci, sementara Astrazeneca pun diperbolehkan karena bersifat mubah walau dalam
pembuatannya menggandung unsur tripsin dari babi, sehingga vaksin Covid-19 terbukti dapat
diberikan kepada masyarakat untuk kepentingan dan manfaatnya sebagai suatu upaya pemerintah
dalam menurunkan tingkat kesakitan dan kematian akibat penyakit Covid-19 sesuai fatwa MUI
nomor 2 tahun 2021.%* Indonesia di mana penduduknya mayoritas adalah muslim, maka hadirnya
sebuah sertifikasi halal terhadap vaksin adalah hal yang sangat penting dan dasar untuk

dilaksanakannya vaksinasi.'®

Pemerintah menyelenggarakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara wajib untuk masyarakat
yang sesuai sasaran. Masyarakat yang dikategorikan dalam sasaran penerima vaksin wajib untuk
melaksanakan vaksin. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19)
pada pasal 13A ayat (4) bahwa ketika orang-orang tidak mau untuk divaksin, maka akan
dikenakan sebuah sanksi, sanksi bersifat administratif, seperti melakukan penundaan dalam
memberikan jaminan sosial atau bantuan sosial, denda atau melakukan penghentian maupun
penundaan terhadap layanan administrasi di pemerintahan.'® Kemudian terkait dengan upaya
menghalang-halangi program vaksinasi Covid-19 ini telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 93
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa setiap orang
ketika tidak melaksanakan aturan kekarantinaan kesehatan atau bahkan melakukan tindakan
untuk menghalangi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan, yang dapat memberikan potensi yang

tidak baik, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau diberikan

14 Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Coronavac

15 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

16 peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang
Pengadaan Vakin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID19)



denda paling banyak seratus juta rupiah.'’ Sehingga masyarakat tidak dapat tawar-menawar
terkait pelaksanaan vaksin karena dunia dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Sementara
disisi lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 juga diputuskan bahwa pada
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal
4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sehingga tindakan
Pemerintah dalam menetapkan vaksin Covid-19 produk Astrazeneca dalam pelaksanaan
vaksinasi bagi masyarakat umat Islam bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang- Undang
Nomot 33 Tahun 2014. Berdasarkan putusan tersebut membuat pelaksana vaksinasi Covid-19
yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan kesulitan dalam hal perlindungan hukum karena
Pemerintah masih belum tegas dalam menerapkan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan

tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi Covid-19.18

Gencarnya penolakan masyarakat terhadap vaksinasi juga dikhawatirkan berdampak negatif
bagi penyelenggaraan Program vaksinasi. Berdasarkan data Balitbangkes Kementrian Kesehatan
pada bulan April-Mei 2021 terdapat 33% masyarakat masih ragu untuk dilakukan vaksinasi dan
terdapat 7,6% masyarakat yang masih menolak dilakukan vaksinasi.'® Sepanjang pelaksanaan
Program vaksinasi Covid-19, sengketa medik yang berawal dari kejadian yang tidak diharapkan
(KTD) pasca imunisasi yang mungkin saja terjadi. Kejadian yang tidak diharapkan sering
diasumsikan sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), adapun gejala-gejala KIPI yang
mungkin timbul bersifat ringan seperti demam, sakit kepala, nyeri bekas tempat suntikan, mual

muntah, mengigil, nyeri sendi, rasa lelah dan mengantuk. Menurut data dari Kementrian

17 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022.

19 Survei 33 Persen Masyarakat Menolak Vaksin Covid-19, Pendidikan Tinggi Terbanyak.
Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2021/07/18/090000165/Survei-33-Persen-Masyarakat-Menolak-Vaksin-
Covid-19-Pendidikan-Tinggi?Page=All. Dikutip Tanggal 27 Oktober 2021.
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Kesehatan 90% masyarakat yang mengalami KIPI bersifat ringan dan tidak berakibat fatal.?
Komnas KIPI menegaskan bahwa tidak ada yang meninggal karena vaksinasi Covid-19, walau
terdapat 27 kasus kematian yang diduga akibat vaksinasi Covid-19, namun setelah dilakukan
investigasi kematian tersebut tidak terkait vaksinasi Covid-19.22 Namun dikarenakan
pelaksanaan vaksin Covid-19 yang bersifat massal, relatif lebih gampang disorot, sehingga
kejadian reaksi-reaksi simpang yang diduga berhubungan dengan imunisasi pun meningkat dan
kerap menjadi sengketa medik antara tenaga medis, tenaga kesehatan dan masyarakat yang di
vaksin. Sengketa medik yang kini kerap terjadi didorong oleh pergeseran hubungan seorang
pasien dengan seorang dokter, yang sebelumnya paternalistik sekarang menjadi hubungan yang
sejajar konraktual. Pergeseran tersebut menyebabkan masyarakat menjadi sadar akan haknya dan
bersikap lebih kritis dalam menanggapi isu kesehatan, sehingga kasus sengketa medik kerap
terjadi dan tuntutan hukum kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan bisa semakin meningkat
terutama terkait pemberian vaksinasi Covid-19 masal yang di nilai masyarakat sebagai

pemaksaan.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 belum sepenuhnya berhasil, hal ini ditunjukkan dengan masih
rendahnya jumlah masyakarat yang dilakukan vaksinasi Covid-19. Berdasarkan data Kementrian
Kesehatan pada tanggal 15 November 2021 jumlah masyakarat di Indonesia yang divaksin
Covid-19 masih 62,88%, sementara di provinsi Lampung jumlah masyarakat yang sudah

divaksin baru 58,77%, sehingga belum belum tercapainya diatas 70 persen populasi masyarakat

20Detik,3 Februari 2021.

Yudha Maulana, KIPI Vaksin Corona 90 Persen Ringan, Tidak Fatal. Https://Health.Detik. Com/Berita-
Detikhealth/D-5359591/Kemenkes-Kipi-Vaksin-Corona-90-Persen-Ringan-Tak-Ada-Yang-Fatal Dikutip Tanggal
15 November 2021

21 Kementiran Kesehatan Republik Indonesia,2021, https://www.kemkes.go.id/article/view/21052100001/komnas-
kipi-tidak-ada-yang-meninggal-karena-vaksinasi-covid-19.html dikutip tanggal 15 novemer 2021
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yang mendapatkan vaksin.?? Tolak ukur keberhasilan Program vaksinasi Covid-19 adalah angka
cakupan dan tingkat imunitas yang tinggi yang hanya dapat dicapai dengan manajemen dan
kualitas pelayanan yang baik serta partisipasi masyarakat. Sikap kritis masyarakat yang
berlebihan dapat menimbulkan ketakutan dan berpotensi mempengaruhi perilaku serta kinerja
tenaga medis dan tenaga kesehatan sehingga dikhawatirkan menghambat pelaksanaan Program

vaksinasi Covid-19.

Kondisi gencarnya penolakan vaksinasi dari masyarakat serta disisi lain Program vaksinasi
Covid-19 yang bersifat wajib untuk seluruh masyarakat menyebabkan tenaga medis dan tenaga
kesehatan membutuhkan perlindungan hukum mengingat vaksinasi Covid-19 ini dilakukan
dalam keadaan darurat dan tidak luput dari kemungkinan adanya KIPI dalam melakukan
pemberian vaksin. Terkait dengan potensi tersebut, oleh karena itu para tenaga medis dan tenaga
kesehatan memiliki hak untuk terjamin perlindungan hukumnya. Dalam rangka memperoleh
perlindungan hukum, terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi di antaranya standar dalam
melakukan pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Seorang dokter dalam
menjalankan profesinya harus menjunjung tinggi profesionalisme yang mencakup knowledge,

skill dan behaviour yang harus diimplementasikan pada saat menjalankan tugasnya.?®

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan pada
pasal 15 ayat 1 (a) Program Vaksinasi diselenggarakan sebagai suatu tindakan kekarantinaan
kesehatan sebagai upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian penyakit yang dapat

menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih

22 Kementiran Kesehatan Republik Indonesia,2021, https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines. dikutip tanggal 15
november 2021.
23 Asep Sukohar, Novita Carolia, 2016, “Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK)

dalam Pencegahan dan Penyelesaian Malpraktek Kedokteran”, Jk Unila, vol 1 no 2.
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ditemukan kendala serta kemungkinan timbulnya permasalahan, terutama gugatan hukum dari
masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang terkesan memaksa.?* Walaupun dalam
segi hukum dapat dibenarkan namun fakta di lapangannya tidak demikian. Sementara itu juga
hadirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 yang menjelaskan produk vaksin
Astrazeneca tidak dibolehkan diberikan kepada masyarakat umat Islam membuat kesenjangan
antara das sollen dan das sein dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dapat berakibat
gugatan hukum dari masyarakat, mengingat pelaksanaan vaksinasi merupakan suatu amanah
dimana vaksin tersebut diberikan berdasarkan ketersediaan vaksin yang ada dan tindakan
vaksinasi Covid-19 merupakan tindakan kedokteran yang tidak luput dari suatu risiko medis
yang mungkin akan terjadi. Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti sangat tertarik dalam
mendalami penelitian ini terhadap penelitian Tesis di Kota Bandar Lampung dengan judul
“Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan

Program Vaksinasi Covid-19”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam
pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19?

b. Faktor-faktor apa sajakah yang berpotensi menimbulkan sengketa medik dalam pelaksanaan

Program Vaksinasi Covid-19?

24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
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Ruang Lingkup Penelitian

Terdapat pembatasan dalam penelitian ini, pembatasan tersebut terdapat pada hukum kesehatan

yang fokus kajiannya kepada memberikan jaminan perlindungan hukum kepada para tenaga

medis dan tenaga kesehatan, khususnya yang bertugas untuk melaksanakan Program Vaksinasi

Covid-19. Waktu penelitian dilakukan adalah pada periode 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, sebegai berikut:

a.

Untuk memberikan bukti adanya sebuah perlindungan hukum bagi para tenaga medis dan
tenaga kesehatan ketika melaksanakan Program Vaksinasi Covid-19;

Untuk membuktikan faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan sengketa medik dalam
pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19.

Kegunaan Penelitian

Secara teoretis, bahwa peneliti berharap penelitian ini bisa mengembangkan kemampuan
berpikir dan menganalisis beserta memperkaya khasanah pengetahuan tentang ilmu hukum
kesehatan melalui kajian seputar perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga
kesehatan dalam pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19.

Secara praktis, peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan sumbangsih
pemikiran, tambahan informasi atau bahan bacaan pembanding bagi para pihak yang
membutuhkannya; serta menjadi sebuah syarat ketika menyelesaikan pendidikan

pascasarjana di Magister Hukum Universitas Lampung.
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2. Kerangka Teori

Upaya kesehatan adalah salah satu bentuk usaha penyelenggaraan pemerintahan. Setiap
penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan pada asas legalitas, yaitu
harus berdasarkan bahwa Undang-Undang memberikan kewenangan. Oleh karena itu, tujuan
dalam asas legalitas adalah “Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen”,

yakni sebuah kekuatan agar bisa melaksanakan beberapa tindakan hukum tertentu.?®

Mengacu pada asas legalitas yang telah disebutkan di atas, maka seorang tenaga medis dan
tenaga kesehatan memerlukan kewenangan ketika hendak melakukan upaya kesehatan. Kata
kewenangan secara harfiah memiliki arti segala seseuatu terkait wewenang; atau melakukan

sesuatu dengan hak dan kekuasaan yang dimiliki.?®

H.D. Stout memberikan arti tentang wewenang, wewenang merupakan segala aturan yang
mengatur tentang penggunaan dan perolehan wewenang dari pemerintah, yang dilakukan oleh
subjek hukum dalam lingkaran hukum publik.?” Kemudian ahli tersebut menyoroti pendapat dari
Goorden yang menjelaskan bahwa wewenang merupakan pembuat undang-undang yang

memberikan hak serta kewajiban di dalamnya kepada subjek hukum publik.?®

Tentunya bahwa sebuah wewenang memiliki hak serta kewajiban, menurut salah satu ahli yakni
P. Nicolai bahwa adanya hak dan kewajiban akan bisa; Mampu melaksanakan sebuah tindakan-
tindakan hukum tertentu (maksudnya bahwa sebuah tidankan yang memiliki sebuah akibat

hukum, dan juga meliputi hadir dan hilangnya sebuah akibat itu). Hak pada dasarnya merupakan

% Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara, Depok: PT RajaGrafindo Persada, him. 98.

26 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016, KBBI Daring, Dipetik Oktober 23, 2018, dari
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan

27 Ridwan HR. 2018, Op.cit,. him. 98.

28 |bid.
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sebuah hak untuk melakukan kebebasan atau tindakan-tindakan tertentu yang tidak dilakukan
atau bisa juga memberikan paksaan kepada orang lain agar bisa melaksanakan tindakan tertentu,
kemudian untuk kewajiban berisi tentang tindakan yang harus dilakukan atau sesuatu tindakan

yang tidak dilakukan. 2°

Pandangan salah satu ahli yakni E. Utrecht bahwa Hukum merupakan suatu petunjuk hidup
(perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya
ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak
pemerintah dari masyarakat itu.>® Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk
dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pakar hukum yang telah menyatakannya
melalui beberapa teorinya, antara lain : Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan
kegiatan yang membuat serasi hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kemudian ahli lain berpendapat yaitu Jimly
Asshiddigie bahwa penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian
penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam
hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan

hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti

29 1bid, hlm. 99.
30 Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, Dasar-Dasar IImu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,hIm. 21.
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sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis

saja.3!

Penegakan hukum merupakan sekelompok peraturan atau kaidah yang diterapkan dalam
lingkaran kehidupan manusia; yang mengatur tentang perilaku-perilaku manusia, dimana
aturannya memberikan sebuah paksaan dan sanksi.®? Sebuah keinginan atau perbedaan dari
beberapa kepentingan yang memicu hadirnya hukum untuk bergerak. Dalam hal ini hukum
memberikan sebuah jaminan perlindungan terhadap kepentingan seseorang, dilakukan
menggunakan sebuah cara dengan membentuk aturan supaya ada norma yang mengatur
kepentingan tersebut, dilaksanakan secara sistematis, terukur dari sisi kedalaman dan
keluasannya. Itulah mengapa ada sebuah kekuasaan dalam peraturan, karena itu merupakan hak.
Namun, dalam konteks kemasyarakatan bahwa kekuasaan tidak selalu dianggap sebagai hak,

akan tetapi hanya sebatas beberapa aturan saja yang diberikan oleh hukum. 33

Hak dan kewajiban merupakan cerminan dari hubungan hukum yang tentunya hal tersebut hadir
karena dibentuk oleh hukum. Sistem yang disusun oleh hukum akan terimplementasikan sesuai
dengan kehendaknya jika hak dan kewajibannya terealisasikan kepada subjek hukum, oleh sebab
ituu keduanya tidak bisa dipisahkan. Hak bertujuan memberikan sebuah kebebasan terhadap
subjek, sedangkan kewajiban adalah batasan subjek dan sebuah beban yang dimilikinya, oleh
karena itu keaktifan dalam hubungan hukum itu terletak pada hak.3* Hak memiliki nilai-nilai

kepentingan, kemudian perlindungan, dan kehendak subjek.®®

3! Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ul Pres, Jakarta, Hal 35
32Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, him. 49.
33Gatjipto Rahardjo, 2014, Op.cit, him. 53-54.

34Sudikno Mertokusumo, 2010,0p.cit, him. 51.

$5SGatjipto Rahardjo, 2014, Op.cit, him. 54,
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Dalam pandangan salah satu ahli yakni Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum merupakan
sebuah jaminan yang diberikan kepada manusia, karena manusia memiliki hak asasi, dimana
perlindungan tersebut aktif jika orang merasa dirugikan oleh orang lain dan tentunya hadirnya
jaminan perlindungan tersebut agar seseorang bisa bebas ketika menikmati hak-haknya masing-
masing. Hukum mempunyai sebuah fungsi untuk melindungi subjek, sifat perlindunganya bukan
hanya secara adaptif saja maupun fleksibel, akan tetapi perlindungannya juga harus bersifat

antisipatif dan prediktif.3®

Kemudian salah satu ahli yang bernama Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum dan
perlindungan hukum, yakni kepentingan manusia yang dilindungi, hukum memiliki sebuah
tujuan. Pada dasarnya bahwa hukum memiliki target pencapaian. Ketertiban dan keseimbangan
merupakan sebuah tujuan dasar dari terbentuknya hukum. Kepentingan manusia akan terlindungi
jika ketertiban dalam kehidupan manusia tercapai. Maka dari itu, hak dan kewajiban yang
diberikan kepada individu berujuan agar capaian-capaian yang dicita-citakan hukum dapat
terlaksana, memberikan kewenangan dan aturan terkait penyelesaian masalah dalam hukum serta

memberikan pemelihataan terhadap kepastian hukum. 3’

Salah satu ahli yang lain yakni Maria Theresia Geme menjelaskan juga bahwa perlindungan
hukum memiliki hubungan dengan beberapa tindakan negara ketika melaksanakan sesuatu, yang
bertujuan agar kepastian hukum dapat tercapai oleh manusia.*® Kemudian dalam pandangan
Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan yang berujuan untuk

memberikan perlindungan ataupun pertolongan pada subjek hukum, perangkat-perangkat hukum

36Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani, 2016,0p.cit, him. 262.
37Sudikno Mertokusumo, 2010, Op.cit, him. 99.
%83alim HS, & Erlies Septiana Nurbani, 2016, Op.cit, him. 262,
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menjadi alatnya.®® Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum
yang memiliki sifat secara represif dan perlindungan hukum yang memiliki sifat secara preventif.
Pada dasarnya bahwa perlindungan hukum yang sifatnya secara preventif mempunyai tujuan
agar sengketa bisa dicegah sejak dini, sedangkan yang secara represif memiliki tujuan agar
sengketa bisa diselesaikan.*® Badan-badan yang ada di Indonesia dalam memberikan jaminan
perlindungannya digolongkan menjadi dua, yakni: 1) peradilan umum; 2) sebuah instansi yang

berasal dari pemerintah, dalam hal ini instansi yang bisa melakukan banding administrasi.**

Dalam pandangan salah satu ahli yakni Salim HS, bahwa perlindungan merupakan subjek hukum
yang diberi sebuah pelayanan dan perlindungan terhadap objek-objek yang menjadi
permasalahannya; teori yang membahas tentang perlindungan hukum adalah teori yang
membahas tentang kajian dan analisis terkait perwujudan dan tujuan dari perlindungan hukum,
membahas pula tentang subjek dan objek hukum yang berkaitan. Teori perlindungan hukum
memiliki unsut-unsur, yakni; 1) terdapat perwujudan dan tujuan perlindungan, 2) adanya subjek

hukum, dan 3) adanya perlindungan hukum.*?

Pelayanan publik menurut pandangan sumaryadi bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yakni : pelayanan publik yang diberikan
tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang
meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan,
pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya;

kemudian pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk

3Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
him. 10

40Philipus M Hajdon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina llmu, him. 2.

41 Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani, 2016, Op.cit, him. 264.

“21bid, him. 262-263.
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dan surat-surat lainnya. Pandangan dari ahli lain yakni sinambela bahwa pelayanan publik adalah
suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan.
Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang

merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.*®

Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan publik harus memiliki keilmuan dalam bidang
kesehatan serta memberikan pengabdiannya kepada yang membutuhkan, ilmu yang didapatkan
berasal dari pendidikan yang telah ditempuhnya, namun dalam kondisi tertentu agar upayanya
bisa terealisasikan maka diperlukan sebuah kewenangan untuk menjalankan upayanya. Upaya
kesehatan merupakan tahapan aktivitas yang dilaksanakan secara ssitematis, kemudian
terintegrasi, dan berkesinambungan, hal tersebut bertujuan agar kesehatan masyarakat bisa
meningkat dalam bentuk penyakit yang dicegah, kesehatan yang meningkat, penyakit yang
terobati, dan kesehatan yang semakin pulih, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dan/atau
masyarakat. Terdapat golongan-golongan tenaga kesehatan, yakni: tenaga medis, tenanga yang
membidangi kebidanan, tenaga yang membidangi keperawatan, tenanga yang membidangi
psikologi klinis, tenaga yang membidangi kesehatan masyarakat, tenaga yang membidangi gizi,
tenaga yang membidangi keterapian fisik, dan terdapat tenanga-tenaga kesehatan yang lainnya.**
Dalam pencegahan pemyakit menular Pemerintah wajib memberikan jaminan tersedianya bahan-
bahan imunisasi yang baik, berkualitas, dan terjangkau serta rata dalam kalangan masyarakat,
bertujuan untuk memberikan kendali terhadap penyakit-penyakit yang menular dengan cara

melakukan imunisasi. Pada dasarnya bahwa pemberian vaksin Covid-19 harus dilakukan oleh

43 Dikutip dari http://repository.uin-suska.ac.id/13155/7/7.%20BAB%20Il 2018385ADN.pdf diakses pada tanggal
12 november 2022.
4% Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
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seorang dokter, perawat, atau seorang bidan yang memiliki keilmuan serta diberikan wewenang
sesuai dengan aturan yang tertulis. Ketika vaksin yang diberikan oleh seorang bidan atau perawat
harus sesuai dengan petunjuk seorang dokter, sebagaimana aturan yang mangaturnya.
Pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu tindakan kedokteran yang tidak
luput dari kemungkinan resiko medis seperti KIPI dalam pelaksanaannya. KIPI Vaksinasi Covid-
19 merupakan Vaksinasi covid-19 yang mempunyai hubungan dengan kejadian medik. Atas
kejadian terseut, setelah seseorang diberikan vaksin, kemudian pemerintah (bidang kesehatan)
melakukan pencatatan dan memberikan laporan atas investigasi yang diobservasi sesuai dengan
peraturan. Setelah diadakannya sebuah pencatatan dan laporan sesuai dengan kajian etiologi
lapangan yang dibahas oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian sesuai
dengan peraturan. Secara hasilnya bahwa Vasin covid-19 memberikan pengaruh kepada
imunisasi, sebagaimana BPOM yang telah melakukan sampling dan uji sebagaimana yang
terdapat dalam peraturan. Dalam hal kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 yang
memerlukan pengobatan dan perawatan, dilakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi
medis dan protokol pengobatan dengan pembiayaan ditanggung melalui jaminan kesehatan

nasional.*®

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang memberikan gambaran terhadap kaitan-kaitannya
dengan konsep-konsep secara khusus, dimana konsep-konsep yang berhubungan dengan yang
akan diteliti.*® Peneliti memberikan beberapa batasan terhadap makna yang terkandung dalam

penelitian yang akan diteliti ini, yakni berwujud:

45 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
46Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press. him. 132.
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Tenaga Kesehatan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 36 Tahun
2014 merupakan orang-orang yang melakukan pengabdiannya dari sisi keilmuan yang
dimilikinya, ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu tentang kesehatan, dimana dalam melaksanakan
pengabdiannya dibutuhkan kewenangan agar bisa melaksanakan upayanya.

Vaksin menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2021 merupakan sebuah produk, dimana antigen yang menyerupai mikoroganisme mati atau
bahkan hidup namun lemah atau berwujud toksin mikroorganisme yang sudah diolah berada
dalam antigen tersebut, jika antigen diisikan ke tubuh manusia maka akan memberikan
kekebalan fisik atau pertahanan terhadap penyakit-penyakit tertentu.

Pengertian Covid-19 yang dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 merupakan sebuah penyakit yang bisa memberikan
penularan kepada orang-orang, penyakit ini hadir karena disebabkan oleh Severe Acute
Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2).

Vaksinasi menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2021 merupakan orang-orang yang diberikan vaksin dalam tubuhnya, bertujuan agar
bisa memberikan kekebalan dan pertahanan terhadap penyakit, oleh karena itu ketika suatu
saat terkena penyakit tersebut maka dampak yang diberikan tidak berat dibandingkan ketika
tidak dilakukan vaksin.

Vaksinasi Program menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2021 merupakan sebuah tahapan yang sistematis dari pemerintah yang dibagikan

kepada masyarakat, dimana pelaksanaan serta anggarannya ditanggung oleh pemerintah.
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f) Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 (KIPI) menurut Pasal 1 Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 merupakan Vaksinasi Covid-19 yang
memiliki hubungan dengan kejadian medik.

g) Sengketa medik adalah suatu konflik antara pihak satu dengan pihak yang lain atau
berhubungan dengan praktik kedokteran atau pelayanan kesehatan yang memiliki awalan
pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap pihak-pihak yang lainnya.

h) Perlindungan hukum merupakan sebuah jaminan untuk memberikan perlindungan kepada
subjek hukum, dengan alat-alat yang dimiliki oleh hukum.*” Dimana perlindungan hukum
tergolong menjadi dua; menjamin perlindungan hukum yang sifatnya preventif dan yang
sifatnya represif.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Yuridis empiris dan normatif merupakan pendekatan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis
normatif yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, dan peraturan
perundang-undangan serta literatur dan teori-teorinya yang memiliki Kkertekaitan pada
permasalahan dalam penelitian. Sedangkan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan berupaya

memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realita yang ada di Kota Bandar Lampung.
2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini memiliki beberapa data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder.
Dimana data sekunder berasal dari bahan-bahan kepustakaan misalnya buku, literatur yang
berkiatan serta peraturan yang berkaitan. Data tersebut di antaranya berupa bahan hukum yang

nantinya dikaji dan dianalisis, yang terdiri dari:

47Philipus M. Hadjon, 2011, Op.cit, him, 10.
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Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki sebuah otoritas.*® Terdapat
beberapa bahan hukum yang tergolong primer,diantaranya adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Presiden Nomor 99 Tahun
2020 Tentang Pengadaan Vakin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID19);

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin
Coronavac Untuk Vaksinasi Covid-19.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang mendukung bahan primer
atau bahan yang menguraikan secara rinci tentang bahan primer, misalnya pendapat ahli,
kemudian buku-buku yang berkaitan, dan beberapa penelitian yang berkaitan.

Bahan hukum tersier, merupakan bahan sebagai penjelas atau keterangan lebih lanjut

terhadap bahan primer maupun bahan sekunder, misalnya kamus hukum, dan lain-lain.

48 Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, him. 47.
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Selain bahan-bahan hukum yang sudah disampaikan, di penelitian ini akan juga digunakan
bahan nonhukum bila dipandang perlu.*® Bahan-bahan nonhukum yang digunakan dalam
penelitian ini berupa buku, jurnal dan laporan penelitian mengenai ilmu kesehatan yang

relevan dengan permasalahan penelitian.

Kemudian data primer merupakan beberapa data yang diperoleh dari observasi lapangan

dengan cara wawancara terhadap beberapa informan.
3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini, responden dipilih secara purposive sampling. Teknik purposive sampling
merupakan metode dalam memutuskan sampel-sampel yang akan dipilin dalam penelitian,
melalui kriteria-kriteria yang berkaitan dengan objek penelitian.>® Adapun pihak-pihak yang
berkaitan dan diharapkan dapat memberikan petunjuk serta informasi mengenai permasalahan
penelitian antara lain:
a. Pengelola Program Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung :1 orang

b. Komisi Daerah Pemantauan dan Penanggulangan KIPI

Kota Bandar Lampung :1 orang
c. Organisasi Ikatan Dokter Indonesia Kota Bandar Lampung : 1 orang
d. Dokter Vaksinator Kota Bandar Lampung : 1 orang

Jumlah : 4 orang
4 Ibid, him. 57.

>0 Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Pustaka Setia, him. 104.
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4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Terdapat dua prosedur dalam melakukan pengumpulan data, yaitu:
studi pustaka (library research), yakni studi yang mengkaji tentang beberapa bahan hukum
yang dilakukan dengan cara membaca, melakukan pengutipan, dan melakukan analisis dari
data-data yang terkumpul dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.
studi lapangan (field research), yaitu dengan melakukan wawancara (interview). Wawancara
merupakan teknik dalam mencari data-data primer, dimana data-data tersebut berasal
langsung dari informan.®® melalui tanya jawab langsung dengan pertanyaan yang sudah
dilakukan penyusunan dengan sistematis, tegas, dan sesuai dengan arah dari permasalahan
hukum dipenelitian ini.>2

b. Pengolahan Data

Langkah-langkah dalam mengolah data tersebut, sebagai berikut:

i.  Seleksi Data

Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan pemerikasaan dari sisi kelengkapannya,

dicek juga jelas atau tidaknya serta hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

ii. Klasifikasi Data

Data yang telah diseleksi kemudian dipilah atau digolongkan, baik yang diperoleh melalui studi

pustaka maupun hasil wawancara.

iii. Sistematisasi Data

Yaitu melakukan penempatan data sesuai dengan tempatnya, artinya data-data ditempatkan pada

materi inti yang akan dibahas.

51 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, him. 86.
52 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian [Imu Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju, him. 167.
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5. Analisis Data

Ketika data sudah melewat tahapan pengolahan dan pengumpulan data, langkah selanjutnya
adalah analisis kualitatif dengan memaparkan kembali menggunakan kalimat sistematis.
Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang
pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Deduktif adalah cara penarikan kesimpulan
dalam penelitian ini, yakni metode dalam melakukan penarikan kesimpulan dengan cara
menjelaskan sesuatu yang umum kemudian ditarik dipenjelasan secara khusus, yang tentunya

relevan dengan masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan
Terdapat empat bab dalam penelitian tesis ini agar bisa memberikan kemudahan dalam

memahaminya. Rincian sistematika tersebut diantaranya adalah:

BAB | PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, kemudian dijelaskan
penjabaran dari penelitian, dijelaskan pula kegunaan serta tujuan yang akan diteliti, kerangka

dalam berpikir juga dijelaskan, kemudian terdapat metode dan sistematika dalam penelitian.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini akan dijelaskan tentang beberapa pengertian terkait imunisasi program, tenaga kesehatan
yang memiliki hak dan kewajiban dalam penyelengaraan imunisasi, dan hubungan hukum dalam

penyelengaraan imunisasi.

BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Bab ini akan menguraikan tentang analisis data yang sudah tekumpul, khususnya data-data yang

berkaitan dengan masalah penelitian ini.

BAB IV PENUTUP
Bab ini akan membahas tentang hasil analisis secara singkat dari permasalahan dalam penelitian
ini, dimana dalam bab ini akan menjawab semua rumusan masalah yang sudah dirumuskan

dalam penelitian, kemudian diberikan saran-saran yang membangun.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19
1. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit yang menular ke orang-
orang dengan mudah, dimana penyakit ini disebabkan oleh penyakit yang sejenis yakni
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2). SARS-CoV-2
adalah penyakit corona yang memiliki jenis baru, yang sebelumnya belum pernah
ditemukan oleh manusia. Berhubungan dengan beberapa kebijakan yang berhubungan
dengan pencegahan wabah penyakit yang menular, negara kita telah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penangulangan Wabah Penyakit Menular,
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis
Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangan. Oleh karena itu agar penyakit-penyakit tersebut bisa ditanggulangi,
maka Kementerian Kesehatan menghadirkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi
2019-nCoV) yakni golongan penyakit yang bisa menimbulkan wabah serta dijelaskan
pula beberapa upaya agar bisa dilakukan pencegahan. Pertimbangan adanya peraturan
tersebut diawali dari penetapan WHO tentang Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV),

dimana penyakit tersebut telah ditetapkan sebagai panyakit yang tergolong darurat



28

terhadap kesehatan masyarakat Dunia. Kemudian banyaknya penyakit Covid-19 yang
telah menyebar ke seluruh Dunia terdapat risiko terkait dengan mobilitas penduduk,
sehingga diperlukan adanya pencegahan atau penanggulangan terhadap penyakit
tersebut. Mengingat bahwa penyakit tersebut sudah menjangkau sebagian besar wilayah
di Indonesia, sebagaimana angka kasus yang semakin meningkat serta memberikan
dampak yang tidak baik dari sisi ekonomi, politik, budaya, keamanan, maupun
pertahanan. Untuk itu, pemerintah menghadirkan sebuah Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19). Keputusan dari Presiden tersebut memberikan penetapan
terhadap penyakit covid-19 yang ditetapkan sebagai penyakit yang dapat menyebabkan
kedaruratan kesehatan masyarakat dan ditegaskan pula untuk dilakukan upaya-upaya

dalam menanggulanginya.®®

Pemerintah memutuskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan bencana non-
alam. Keputusan tersebut ditetapkan disaat hadirnya kasus untuk pertama
kalinya di bulan Maret 2020, kemudian dalam waktu hanya 1 bulan, semua
wilayah di Indonesia sudah banyak yang terkena penyakit tersebut. Penyakit
ini tidak hanya mengenai wilayah yang padat penduduk saja, misalnya seperti
Jakarta, akan tetapi menyebar pula di wilayah-wilayah kecil, hal tersebut
berlangsung hingga tanggal 27 Desember 2020, terdapat 706.837 orang yang
terkena penyakit tersebut dan terdapat 20.994 kasus yang dinyatakan

meninggal dunia.

% Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang
Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
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Pandemi tersebut memberikan tantangan besar dalam upaya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat Indonesia, dimana penyakit tersebut memberikan
dampak terhadap sistem kesehatan di Indonesia, hal tersebut dibutkikan dengan
menurunnya kinerja terhadap beberapa program kesehatan yang ada.
Penyebabnya adalah penanggulangan terhadap penyakit Covid-19 tersebut
menjadi prioritas utama, Contohnya, dibeberapa wilayah terjadi penutupan
sementara dan/atau penundaan layanan kesehatan khususnya di posyandu

dan puskesmas.

Terdapat beberapa dampak penyakit Covid-19 terhadap ekonomi, diantaranya:
1) Daya beli masyarakat menurun drasti, padahal sebesar 60% kebutuhan
hidup ada di ekonomi, namun faktanya menurun sangat drastis. Dibuktikan
dengan data yang disusun oleh BPS bahwa konsumsi rumah tangga sebesar
5,02% menurun di tahun 2019 kuartal I, dan kemudian turun lagi 2,84% tahun
2020 di kuartal I; 2) Investasi melemah dan berdampak terhadap berhentinya
usaha-usaha yang disebabkan karena ketidakpastian yang panjang dalam dunia
usaha; dan 3) Lemahnya ekonomi dirasakan oleh masyarakat seluruh Dunia,
hal tersebut mengakibatkan turunnya harga komoditas dan turunnya jual beli
secara ekspor di Indonesia yang terhenti. Selain itu, dampak dari pandemi
tersebut juga dirasakan di sektor-sektor lainnya, seperti pendidikan, pariwisata,
dan sosial. Faktanya, justru peningkatan kerentanan masyarakat semakin
tinggi, hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan
protokol kesehatan masih sangat rendah, misalnya mencuci tangan,

menggunakan masker, jaga jarak, dan lain-lain. Jika hal tersebut terus
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meningkat dan tidak ada penanganan yang efektif dan efisien, akan
dikhawatirkan sebanyak 2,5 juta orang terkena Covid-19 dan diperlukan
sebuah perawatan di rumah sakit dan sebanyak 250.000 orang akan mati. Maka
dari itu, diperlukan sebuah penanganan yang efektif, keefektifan tidak hanya
dari sisi penggunaan protokol kesehatan saja, namun diperlukan solusi lain
agar bisa memutuskan mata rantai penyebaran, dengan cara melaksanakan
vaksin dengan program-program yang tegas dari pemerintah. Terdapat vaksin-
vaksin yang ideal untuk dikembangkan dalam pencegahan penyakit Covid-19,
yakni vaksin inaktivasi, vaksin dari berbagai virus yang sudah dilemahkan,

vaksin asam nukleat, vaksin vector, dan vaksin subunit protein.

Tujuan diadakannya program vaksinasi karena bisa meminimalisir penularan
Covid-19, memberikan penurunan terhadap angka kesakitan dan menurunkan
angka kematian, masyarakat akan semakin kebal, dan memberikan
perlindungan masyarakat terhadap Covid-19 agar tetap terus bisa beraktivitas
dalam bekerja maupun melakukan hubungan sosial. Tujuan-tujuan tersebut
akan bisa tercapai jika vaksin bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien
merata di wilayah Indonesia. Hal positifnya bahwa program vaksinasi akan
memiliki sisi yang hemat biaya jika dipandang dari sisi ekonomi, ketika

dibandingkan dengan upaya pengobatan.

Melakukan pelayanan vaksin, tetap sesuai dengan aturan yakni
mengimplementasikan protokol kesehatan yang ketat, seperti memakai masker,
melakukan jaga jarak, sebagaimana yang sudah diatur dalam petunjuk teknis

pelayanan vaksinasi. Dinas kesehatan baik dilingkup Provinsi maupun
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Kota/Kabupaten diwajibkan untuk memberikan sebuah advokasi kepada para
pejabat pemerintah, mengkoordinasikan program-program yang akan
dilaksanakan, dan koordinasi terkait lintas sektor yang berkaitan, misalnya
seperti organisasi masyarakat, organisasi bidang agama, tokoh-tokoh di
masyarakat dan lain-lain yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan
program vaksinasi. Upaya komunikasi yang baik harus dilakukan secara intens
oleh para petugas kesehatan, kemudian memberikan edukasi dan informasi
pada masyarakat serta mengawasi sasaran vaksinasi agar berjalan dengan baik

sesuai dengan peraturan yang diatur.>

Vaksinasi Covid-19 merupakan suatu bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan yang
wajib diselenggarakan oleh pemerintah mengingat kondisi pandemik yang
menyebabkan darurat kesehatan masyarakat yang terjadi saat ini mengakibatkan
peningkatan angka kematian dan angka kesakitan dan memiliki dampak yang besar
terhadap berbagai sektor terutama dalam sektor kesehatan.*®
2. Pengertian Vaksinasi Covid-19

Pengertian Vaksinasi Covid-19 sebagaimana yang disampaikan Kementrian Kesehatan
bahwa vaksin merupakan sebuah produk biologi yang dapat memberkan kekebalan
kepada tubuh manusia yang tahan pada beberapa penyakit tertentu, dimana produk
tersebut isinya adalah antigen. Vaksin juga bisa diartikan untuk memberikan
pengingkatan kekebalan di tubuh manusia terhadap penyakit, oleh karena itu ketika

mengalami paparan sakit karena virus tersebut, tidak memberikan efek yang berat.

% Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/ 1 /2021
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)

*® Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
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Kekebalan aktif diperoleh melalui pemberian vaksin (vaksinasi). Infeksi ringan yang
timbul setelah pemberian vaksin tidak membahayakan namun cukup untuk
menimbulkan respon imun atau kekebalan pada tubuh manusia. Secara umum tujuan
dilaksanakannya vaksinasi agar angka kesakitan bisa menurun, angka kematian juga
bisa menurun, serta menurunnya angka kecacatan yang disebabkan karena beberapa

penyakit tertentu.

Manfaat Vaksinasi Covid-19

Indonesia saat ini menghadapi masalah darurat kesehatan masyarakat yaitu masih
tingginya penyakit infeksi Covid-19. Dalam mengatasi keadaan tersebut, vaksinasi
Covid-19 berperan penting karena mampu memberikan penurunan terhadap angka
kesakitan dan mampu memberikan penurutan terhadap angka kematian yang

diakibatkan penyakit Covid-19.

Pada dasarnya bahwa kekebalan tubuh pada manusia bisa dilakukan secara alami dari
dirinya sendiri, misalnya dengan cara terkena penyakit secara langsung lalu sembuh
atau dilakukan melalui cara non-alami yakni menggunakan vaksin. Hadirnya vaksin
akan bisa mengenali virus-virus yang mengeinfeksi dan akan memberikan kekebalan
tubuh. Jika vaksin tersebut diberikan secara luas, akan terbentuk sebuah kekebalan
kelompok, shingga bisa memberikan pencegahan terhadap beatnya penyakit tersebut.
Perlu diperhatikan bahwa vaksin bukan obat, vaksin bertujuan membantu mendorong
agar tubuh bisa semakin kebal khususnya pada penyakit Covid-19 dan tentunya akan

menurunkan angka kematian dan kesakitan dari penyakit tersbut.
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Pelaksanakan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan sesuai dengan aturan dan sudah
dilakukan persetujuan dengan BPOM, dimana ujinya sudah dihasilkan dari dalam negeri
maupun luar negeri. Ketika dalam keadaan yang sangat genting bahwa vaksin sangatlah
dibutuhkan secara cepat, maka efektivitas dan efisiensi vaksin merupakan prioritas yang
diutamakan. Pengembangan vaksin Covid-19 tetap harus melalui tahapan
pengembangan yang berlaku internasional, tahapan-tahapannya sebagai berikut;
praklinik, tahapan fase 1 — fase 3, dan kemudian ditetapkannya vaksin untuk digunakan.
Di Indonesia bahwa pemerintah menargetkan sebesar 60% dari total seluruh penduduk
harus sudah vaksin dengan melalui beberapa tahapan, tujuannya agar kekebalan
kelompok bisa tercapai. Umumnya bahwa kinerja vaksin akan berlangsung dengan
melakukan perangsangan terhadap kekebalan tubuh, oleh karena itu ketika seseorang

yang sudah vaksin terkena penyakit Covid-19, maka tidak sakit berat.

Vaksin Covid-19 memiliki efek yang sangat beragam baik efek berat maupun ringat
yang berlaku hanya sementara saja sesuai dengan tubuh dari masing-masing orang. Efek
sampingnya adalah mengalami demam, kemudian bisa mengalami nyeri otot, atau
bahkan ruam-ruam pada bekas suntikan, hal tersebut sebenarnya hal yang sangat wajar
terjadi, namun hal tersebut juga tetap diperlukan adanya monitoring. Beberapa uji dan
pengembangan vaksin secara detail dan sistematis, bahwa efek samping yang
berkategori berat akan mudah terdeteksi, oleh karena itu bisa dilakukan evaluasi. Hal
tersebut dikarenakan keunggulan dari vaksin Covid-19 sangatlah besar jika

disandingkan dengan resiko terkena penyakit Covid-19 jika tidak dilakukan vaksin. °¢

56 Buku saku #infovaksin kementrian kesehatan.2020.
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4. Dasar Hukum Penyelenggaraan Vaksinasi Covid-19

Di Indonesia terselenggaranya vaksinasi bersifat wajib sebagai pelaksanaan amanah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang
pada poinnya bahwa orang-orang memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera, berhak
juga memiliki tempat tinggal dan memiliki lingkungan yang nyaman, kemudian juga
berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.>’

Penegasannya di tegaskan dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
bahwa pada poinnya pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan bahan-bahan
imunisasi yang baik, berkualitas, aman, terjangkau, dan dibagikan secara merata kepada
seluruh rakyat di Indonesia.*®

Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular bahwa cara untuk melakukan penanggulangan sebuah wabah, mencakup
beberapa tahapan yakni; melalui penyelidikan epidemiologis, kemudian melakukan
pemeriksaan, kemudian pengobatan, perawatan, dan memberikan isolasi secara mandiri,
hal tersebut juga termasuk karantina, melakukan pencegahan sejak dini, pemusnahan
penyebab penyakit, persiapan dalam menangani jenazah, masyarakat diberikan

penyuluhan, dan beberapa penanggulangan yang lainnya.>®

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 wajib diberikan kepada setiap orang sebagai bentuk
tindakan kekarantinaan kesehatan sebagai salah bentuk perlindungan bagi mereka.
Mengacu pada ketentuan Pasal 15 angka 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa tindakan-tindakan dalam

" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1)
*% Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 153
% Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 5
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kekarantinaan berbentuk/berwujud karantina, dilakukannya isolasi, memberikan vaksin,
memberikan rujukan, disenfeksi, dan diberikan dekontaminasi kepada seseorang dengan

indikasi yang telah dianjurkan.

Menjadi sehat merupakan hak setiap manusia sebagai suatu hak kebebasan dasar
manusia, bahwa orang-orang memiliki hak hidup, hak ketika memberikan pertahanan
dalam hidupnya dan meningkatkan derajat kesehatan, serta berhak untuk hidup dengan
nyaman, aman, damai, kemudian orang-orang juga memiliki hak dari lingkungan yang
baik dan sehat, tentunya juga memiliki hak yang mutlak untuk sehat sebagaimana yang
terteran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia.

Untuk lebih memudahkan, berikut dasar hukum penyelenggaraan Imunisasi Program di

Indonesia disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Vaksinasi

No. Peraturan

Perundang-Undangan

Keterangan

1 Undang-Undang Dasar Negara

Pasal 28H ayat (1),

2009 tentang Kesehatan

Republik  Indonesia  Tahun | “Setiap orang berhak hidup sejahtera
1945 lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan yang baik,
sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”.
2 Undang-Undang Republik | Pasal 153,
Indonesia Nomor 36 Tahun | “Pemerintah wajib menjamin

ktersediaan bahan imunisasi yang
aman , bermutu, efektif, terjangkau
dan merata bagi masyarakat untuk

1984 tentang Wabah Penyakit

upaya pengendalian penyakit
menular melalui imunisasi.”.
3 Undang-Undang Republik | Pasal 5
Indonesia Nomor 4 Tahun | “upaya  penanggulangan  wabah

meliputi penyelidikan epidemiologis,
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Menular pemeriksaan, pengobatan, perawatan,
dan isolasi penderita, termasuk
tindakan karantina, pencegahan dan
pengebalan, pemusnahan penyebab
penyakit, penanganan jenazah akibat
wabah, penyuluhan kepada
masyarakat, dan upaya
penanggulangan lainnya.”.

4 Undang-Undang Republik | Pasal 15 angka 2 ayat (1),

Indonesia Nomor 6 Tahun | “tindakan kekarantinaan kesehatan
2018 tentang Kekarantinaan | yang dimaksud berupa karantina,
Kesehatan isolasi, pemberian vaksinasi atau
profilaksis, rujukan, diseinfeksi dan
atau dekontaminasi terhadap orang
sesuai indikasi”.

5 Undang-Undang Republik | Pasal 9

Indonesia Nomor 39 tahun | “bahwa setiap orang berhak untuk
1999 tentang Hak Asasi | hidup, mempertahankan hidup dan
Manusia menigkatkan taraf kehidupannya,
serta berhak hidup tentram, damai,
aman sejahtera lahir batin serta setiap
orang berhak atas lingkungan yang
baik, sehat”

B. Penyelenggaraan Vaksinasi Covid-19

Penyelenggaraan Vaksinasi Covid-19 adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dan terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaann.

1. Perencanaan
Agar perluasan vaksin bisa ditingkatkan dan bisa merata maka perlu
ditingkatkan akses dari sisi pelayanan yang berkualitas dan tentunya sesuai
standar, hal ini termasuk secara pelaksanaannya juga memerlukan sebuah
rencana yang lengkap dan menyeluruh. Masing-masing jenjang administrasi
melaksanakan proses penyusunan perencanaan agar program vaksinasi berjalan

dengan maksimal. Ketika rencana dilaksanakan secara efektif, maka pelayanan
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dan efektifitas vaksin terlaksana dengan sesuai target.

Ketika mulai mengimplementasikan program vaksinasi Covid-19, tentunya
perhitungan data dasar menjadi rencana awal, misalnya seperti jumlah fasilitas
kesehatan, kemudian jumlah para tenaga, dan lain-lain). Terdapat komponen-
komponen rencana dalam vaksinasi Covid-19 yang telah dibahas secara detail

dalam gambar dibawah ini.

PENDATAAN DAN PERHITUNGAN
PENETAPAN FASILITAS REGISTRASI DAN KEBUTUHAN SERTA
PENDATAAN SASARAN PELAYANAN KESEHATAN VERIFIKASI SASARAN PENYUSUNAN RENCANA
PELAKSANA VAKSINASI DISTRIBUSI VAKSIN DAN
COVID-19 LOGISTIK LAINNYA

PENYUSUNAN RENCANA ADVOKASI, SOSIALISASI DAN PELATIHAN; PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI, PENYUSUNAN RENCANA PENDANAAN SERTA PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL DAERAH SULIT

Gambar 1. Tahapan Perencanaan VVaksinasi covid-19

A. Pendataan Sasaran

Top-down merupakan cara atau strategi dalam melakukan pendataan bagi orang-
orang yang menerima vaksin, dengan sistem yang bernama Informasi Satu Data
Vaksinasi Covid-19, dimana sistem tersebut berasal dari lembaga ataupun
kementerian atau lainnya, mencakup nama, NIK, dan alamat lengkap dari si
penerima. Dari sistem tersebut bisa disaring data-data yang sesuai dengan kriteria
kelompok yang menjadi sasaran. Keputusan dan penetapan kelompok-kelompok

sasaran diputuskan oleh Komite Penanganan Covid-19 dan juga oleh KPC-PEN.
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Penetapan angka yang dituju dalam sebuah kelompok yang menerima vaksin, jika
ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, disini bisa dijadikan sebuah dasar ketika
menetapkan estimasi dan pendistribusian vaksin serta logistic vaksinasi dan
tentunya akan mempertimbangan hal-hal yang berupa cadangan sesuai kebutuhan.
. Pendataan Dan Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana Pelayanan Vaksinasi
Covid-19
1) Lokasi Dalam Melaksanakan Vaksinasi Covid-19
Fasilitas kesehatan merupakan tempat dalam melaksanakan vaksinasi Covid-
19, baik fasilitas yang dipunyai oleh pemerintah pusat, daerah, maupun
kabupaten/kota atau bahkan tempat tersebut bisa dimiliki oleh masyarakat
maupun pihak swasta yang sesuai dengan kualifikasi. Terdapat beberapa
fasilitas pelayanan dalam melakukan aktivitas vasinasi Covid-19, diantaranya
adalah:
1. Puskesmas, puskesmas pembantu;
2. Klinik;
3. Rumah sakit; dan/atau
4. Unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Terdapat beberapa persyaratan bagi pelayanan kesehatan ketika melaksanakan
kegiatan vaksinasi, diantaranya adalah:
1. Terdapat beberapa tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dibidangnya ketika
melaksanakan vaksinasi
2. Rantai dingin harus dimiliki karena menjadi sarana terkait jenis vaksin yang akan

digunakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku
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3. Mempunyai sebuah izin operasional oleh fasilitas pelayanan kesehatan ataupun yang
diizinkan oleh menteri, sebagaimana aturan yang berlaku.
Jika pada poin 2 tidak bisa dipenuhi, maka akan tetap bisa dijadikan lokasi
dalam melakukan pelayanan vaksinasi, dengan persyaratan harus
dikoordinasikan dahulu dengan puskesmas diwilayah itu berada.
2) Pendataan dan Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pelayanan vaksinasi Covidd-19 sebelumnya dilakukan pendataan terlebih
dahulu oleh Dinas Kesehatan setempat. Pendataan yang dimaksud disini
merupakan upaya-upaya koordinasi kepada seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan yang akan dijadikan lokasi vaksinasi, kemudian koordinasi pula
dengan para tenaga kesehatan. Kemudian ditetapkan pula terkait peralatan dan
jadwal dalam melakukan pelayanan vaksinasi.
a) Pemetaan Tenaga Pelaksana
Terdapat beberapa tenaga pelaksana yang dibutuhkan dalam
melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19, yakni:
1. Petugas yang menjadi dibagian pendaftaran/verifikasi
2. Petugas yang bertugas dalam melaksanakan skrining, memeriksa fisik,
dan yang memberikan edukasi
3. Petugas yang mempersiapkan vaksin memberikan bantuan kepada para
petugas yang memberikan vaksin
4. Ada juga petugas yang melakukan tugasnya ketika vaksin tersebut sudah
terlaksana, memberikan tanda bahwa orang telah selesai vaksin, dan

membuatkan kartu vaksin.
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5. Untuk melakukan pencatatan atas hasil dari vaksin terdapat petugasnya
sendiri
6. Terdapat petugas yang mengolah hasil dari limbah medis
7. Terdapat petugas yang melakukan pengaturan kegiatan vaksin
agar lancar

Untuk melakukan penyusunan jadwal layanan vaksin, sebelumnya harus
dilakukan pemetaan dahulu sebagai pertimbangannya. Estimasi waktu
seseorang yang vaksin selama 15 menit, kemudian para petugas
lapangan diperkirakan mampu melayani peserta vaksin sebesar 40-70
orang per hari. Dalam sehari bisa dilakukan beberapa gelombang
layanan, tentunya juga berpengaruh terhadap sasaran per setiap
gelombang, sekitar 10-20 orang.
Penyusunan Jadwal Layanan
Dinas kesehatan wilayah akan melakukan koordinasi kepada berbagai
layanan fasilitas kesehatan, hal tersebut bertujuan untuk melakukan
penyusunan jadwal vaksinasi, seperti menyusun jadwal pelayanan,
estimasi banyaknya sesi dalam sehari, dan penentuan kuota baik persesi
maupun perhari, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan
sebelumnya.
Inventarisasi Peralatan Rantai Dingin
Melakukan inventarisasi terkait jumlah serta kondisi sarana yang
dimiliki oleh dinas kesehatan. Hal tersebut mencakup alat pengecek

suhu, alat-alat vaksin, dan lain-lain.
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Ditetapkannya dan dikeluarkannya SK terhadap fasilitas pelayanan kesehatan
dalam kegiatan vaksinasi, sebelumnya telah dilakukan penilain oleh pihak Dinas
Kesehatan, kemudian dilakukan penginputan data-data melalui aplikasi Pcare
Vaksinasi. Jika fasilitas pelayanan secara realitasnya tidak bisa memberikan
pemenuhan kebutuhan vaksinasi kepada orang-orang atau fasilitas itu tidak
memenuhi standar kualifikasi, maka vaksinasi bisa tetap dilaksanakan dengan
melalui pos pelayanan vaksinasi Covid-19 oleh Dinas maupun Puskesmas,
mekanismenya yakni:

1. Puskesmas memberikan usul kepada Dinas terkait pos layanan vaksinasi yang akan
dilaksanakan. Pos yang dimaksud disini merupakan posko yang tidak bertempat
digedung atau terdapat diluar gedung.

2. Kemudian SK akan dikeluarkan untuk menentapkan beberapa posko layanan
vaksinasi oleh Kepala Dinas Kesehatan wilayah, dan dilakukan penginputan
diaplikasi Pcare Vaksinasi.

3. Para tenaga pelaksana juga harus dipastikan kesediannya oleh pihak Dinas dan
sarana rantai dingin yang dianggap baik ketika melakukan layanan vaksinasi,

pleyanan berkualitas dan aman.

Standar yang terdapat pada layanan vaksinasi Covid-19 harus juga dipenuhi
ketika melaksanakan layanan vasinasi di pos. Pencatatan dan pelaporan menjadi
hal yang wajib dari masing-masing pos pelayanan, dan harus terpisah dari

puskesmas.
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3) Input Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Beberapa cara ketika melakukan input data melalui aplikasi Pcare Vaksinasi,
sebagai berikut:
1. Hak ases dimiliki oleh BPJS setempat, sehingg pihak Dinas harus berkoordinasi
dahulu dengannya, agar hak ases bisa didapatkan dalam mengelola akun aplikasi
Pcare Vaksinasi.

2. Alamat https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id ini merupakan akses awal

aplikasi, penggunaannya melalui browser yang ada di hp maupun laptop,
tentunya media tersebut harus tersalurkan dengan internet, setelah itu
dilakukan log in dengan melalui username dan password yang sudah
didapat.

3. Pihak Dinas harus memasukkan beberapa daftar pelayanan kesehatan dan pos
vaksinasi sesuai yang diputuskan ke dalam aplikasi. Data-data yang dimasukkan
dalam aplikasi meliputi; nama fasilitas, kemudian jadwalnya, kepasitas dimasing-
masing sesi, dimasukkan pula nomor hp PIC layanan vaksinasi di fasilitas tersebut.

4. Kepada fasilitas pelayanan yang baru, Dinas akan memberikan hak akses untuk
masuk ke aplikasi Pcare Vaksinasi, yang sebelumnya belum melakukan kerjasama
dengan pihak BPJS.

5. Secara rinci dalam menggunakan aplikasi Pcare Vaksinasi untuk melakukan
pendataan, bisa dilihat dengan jelas pada tautan

http://bit.ly/LampiranJuknis\VC19 dengan password $ppt12020.

C. Registrasi Dan Verifikasi Sasaran

Terdapat mekanisme dalam melakukan verifikasi dan registrasi, diantaranya


https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/
http://bit.ly/LampiranJuknisVC19

adalah:

1.
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Bagi orang-orang yang menjadi sasaran untuk vaksin, nantinya akan diberikan
notifikasi melalui via SMS dengan nama pengirim PEDULICOVID, kemudian orang
tersebut diharapkan untuk membalas SMS tersebut untuk melakukan registrasi secara
ulang dalam memilih sebuah tempat dan jadwal, melalui SMS 1199, UMB *119*, atau
bisa menggunakan aplikasi Pedulilindungi, web, atau bisa melalui Babinsa setempat.
Layanan tersebut tidak dikenakan biaya atau istilahnya gratis. Jika orang-orang yang
menjadi sasaran tidak memiliki media/HP, maka akan dikoordinasikan data-datanya
yang nantinya akan dilakukan sebuah verifikasi dari Babinsa dengan memperlibatkan
kelurahan setempat.

Ketika orang-orang yang menjadi sasaran sudah mengisi jadwal, kemudian melakukan
verifikasi, dan memilih lokasi vaksin. Kemudian setelahnya, sistem Informasi Satu
Data Vaksinasi Covid-19, akan membalas dengan memberikan tiket elektronik, dimana
tiket tersebut merupakan tiket masuk/undangan bagi orang-orang yang menjadi sasaran
penerimaan vaksin.

Kemudian akan dikirimkan lagi SMS atau ke aplikasi kepada orang-orang yang hendak
vaksin sebagai pengingat. Data-data yang sudah di isi oleh orang-orang yang hendak
vaksin baik dari jadwal, lokasi, dan lain-lain sudah bisa diakses oleh para petugas
dengan menggunakan aplikasi Pcare Vaksinasi, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melalui alamat https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/ para petugas

pelaksana harus mengakses, aksesnya dilakukan melalui browser yang ada
di HP maupun laptop dan tentunya harus terkoneksi dengan internet, setelah

itu dilakukan log in dengan username serta password yang sudah didapat.


https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/

44

2. Rincian secara lengkap dapat dilihat melalui alamat, dengan melakukan
pengunduhan tetkait teknis dan semacamnya di

http://bit.ly/LampiranJuknis\VVC19 .

Agar bisa mengukur kepastian pemakaian IP (Indeks Pemakaian) vaksin,
sebelumnya pihak puskesmas bisa berkoordinasi baik secara online maupun

offline terkait hari pelayanan sebagai kepastian.

D. Perhitungan Kebutuhan Serta Rencana Distribusi Vaksin, Peralatan Pendukung Dan

Logistik

1) Perhitungan Kebutuhan
a) Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi lainnya
Terdapat alokasi logistik dan vaksin yang dimiliki oleh pihak puskesmas
ataupun pihak yang memfasilitasi layanan kesehatan, hal tersebut ditentukan
data-data yang sudah terverikasi melalui sistem. Jika pada level Provinsi dan
Kabupaten/Kota alokasinya harus melalui pertimbangan estimasi wastage rate
vaccine (estimasi wastage rate vaccine multidosis adalah 15%) serta buffer
stock logistik (untuk ADS ditambahkan 5%) yang memadai, hal tersebut
bertujuan agar pelayanan vaksinasi dapat terdukung.
b) Kebutuhan Perlengkapan Anafilatik
Jika terjadi kejadian anaflatik, semua tempat pelayanan diharuskan ada 1 set
perlengkapan anafilaktifk, cairan, infus, dan oksigen yang selalu sedia.
Kemudian ada kebutuhan logistic PPI, salah satunya adalah adanya APD
(Alat Pelindung Diri). Dimana peralatan APD terdapat petunjuk teknis

dalam menggunakan APD di masa pandemic, sebagai berikut:


http://bit.ly/LampiranJuknisVC19
http://bit.ly/LampiranJuknisVC19
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1. Masker bedah/masker medis

2. Memakai sarung tangan. Setiap orang yang dilakukan imunisasi, sapu tangan
harus baru atau setiap selesai imunisasi sapu tangan harus diganti. Sapu tangan
jangan menggunakan yang sama setiap orang yang imunisasi. Jika sarunga
tangan tidak ada, petugas melakukan pencucian tangan menggunakan sabun
dan sekaligus air yang mengalir ketika sebelum dan sesudah dilakukannya
imunisasi.

3. Beberapa alat pelindung yang lainnya, misalnya pakaian hazmat kedap air, dan

lain-lain.

2) Rencana Distribusi
Diperlukan adanya penyusunan sebuah perencanaan distribusi vaksin, adanya
alat-alat yang mendukung dan kebutuhan logistik yang harus dicantumkan
biayanya dan jadwal dalam melakukan pendsitribusiannya. Kebutuhan vaksin,
alat-alat yang mendukung dan beberapa logistik yang dibutuhkan harus segera
didistribusikan ke puskesmas-puskesman yang melakukan program vaksin.
Pihak TNI maupun POLRI bisa membantu mendstribusikan semua kebutuhan
yang diperlukan dalam program vaksinasi, juga kemneterian perhubungan
hingga pelaksana POS. semua pihak-pihak harus memberikan kepastian jadwal
dalam mengirimkan vaksinnya, alat-alat pendukung serta logistik lainnya baik

ditingkat kota, Provinsi, serta pelayanan Kesehatan yang lain.

E. Penyusunan Rencana Advokasi, Sosialisasi Dan Pelatihan
Agar program vaksinasi Covid-19 bisa dijalankan dengan lancer dan maksimal,

maka semua Dinas baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus



46

memberikan perencanaan advokasi, kemudian memberikan sosialisasi serta
koordinasi pada semua pihak, baik pihak yang sesektor maupun yang lintas sektor.
Agar integritas para tenaga pelaksana bisa meningkat dalam memberikan
pelayanannya, mengelola kegiatan, dan supervisor, maka harus diberikan sebuah
pelatihan tentang Kesehatan. Maka dari itu, perencanaan program pelatihan perlu

dibahas secara rinci oleh pihak Dinas Provinsi maupun DInas Kabupaten/Kota.

. Penyusunan Rencana Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi
Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan vaksinasi Covid-19, perlu disusun
rencana kegiatan meliputi:
1) Memberikan penilaian terhadap kesiapan dari tool VIRAT (Vaccine Introduction
Readiness Assessment Tool) dengan menggunakan self-assessment. Dalam
melakukan penilaian dibutuhkan waktu setiap perbulan. Tool VIRAT dapat

diunduh pada tautan http://bit.ly/LampiranJuknis\VC19.

2) Setiap hari harus melakukan monitoring data dengan menggunakan sistem informasi

3) Melalui supervise dilakukan monitoring kualitas layanan

. Pendanaan

Sumber dana dari program vaksinasi Covid-19, langsung berasal dari APBN,
kemudian dibantu APBD, dan beberapa sumber lainnya sesuai dengan peraturan
yang mengaturnya. Biaya-biaya yang didanai oleh APBN, APBD, dan beberapa
sumber lainnya, diantaranya adalah biaya operasional, biaya dalam melakukan
pendsitribusian vaksin dan beberapa logistic lainnya, dana untuk mengembangkan
dan menyebarluaskan materi KIE, biaya dalam melakukan sosialisasi, advokasi,

dan koordinasi, serta biaya dalam melakukan bimbingan secara teknis dan


http://bit.ly/LampiranJuknisVC19
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monitoring, dan surveilans KIPIl. Kemudian dana-dana untuk dilakukan sebuah
pemantauan dan menanggulangi dari kejadian pasca vaksinasi, dimana dana-dana
tersebut dibebankan pada APBN, APBD, maupun sumber dana-dana yang lainnya
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana-dana tersebut juga digunakan untuk

memberikan rawat dan pengobatan setelah dilaksanakannya Vaksinasi Covid-19.

. Penyusunan Rencana Operasional Untuk Daerah Sulit

Program vaksinasi diwajibkan untuk bisa membaginya secara menyeluruh sesuai

dengan sasaran-sasaran yang menjadi target, sehingga semua Dinas Kesehatanbaik

di Kabupaten/Kota hingga Porvinsi, diperlukan memberlakukan sebuah pemetaan

di wilayah yang sulit dan melakukan penyusunan perencanaan operasionalnya.

Pihak-pihak yang membantu seperti TNI, POLRI, maupun kementerian yang

lainnya bersiap untuk membantu melaksanakan kegiatan tersebut.

1. Penyediaan dan Distribusi Logistik
Seperti yang ditentukan dalam perundang-undangan bahwa pemerintah
pusat dan beberapa badan yang ditunjuk diberikan tugas untuk bisa
melakukan distibusi vaksin secara menyeluruh, menyiapkan alat-alat yang
mendukung serta beberapa logistik yang lainnya ke beberapa Dinas
masing-masing wilayah yang menjadi sasarannya. Dimana distribusi
vaksin, kemudian alat-alat yang mendukung serta beberapa logistik yang
lainnya diwajibkan untuk dilakukan pengelolaan sebagaimana yang sudah
diatur dalam prosedur di aturan yang berlaku, hal tersebut tentunya agar
bisa dijamin kualitas yang baik.

1) Distribusi dari Pusat ke Provinsi



a. Kriteria berpendingin khusus untuk setiap kendaraan dalam melakukan
distribusi dari pusat, ke Provinsi, hingga Kota/Kabupaten harus
dilakukan secara khusus dan baik, alat-alat transportasi akan disesuikan
dengan jenis-jenis vaksin Covid-19. Kemudian untuk alat-alat
pendukung serta beberapa logistik lainnya bisa dibawa dengan melalui
sarana umum, sebagaimana aturan yang mengaturnya.

b. Kemudian penyimpanan vaksin juga dilakukan secara khusus di ruangan
yang dingin, atau vaccine refrigerator dan/atau tempat-tempat yang
memenuhi kualifikasi dai jenis masing-masing vaksin sesuai
dengan suhu yang direkomendasikan.

c. Kemudian alat-alat yang mendukung dan beberapa logistic lain
(misalnya Auto Disable Syringe — ADS, Safety Box, Alcohol Swab) di
kemas dalam ruangan yang sesuai dengan ketentuan.

2) Distribusi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota

a. Kendaraan berpendingin  khusus merupakan transportasi untuk
mendistribusikan kebutuhan dalam vaksinasi Covid-19 ke wilayah-
wilayah yang menjadi sasarannya, baik di Provinsi, hingga ke
Kabupaten/Kota, dimana jenis-jenis vaksin menjadi pengaruh terhadap
transportasi yang akan digunakan. Sedangkan untuk alat-alat selain
vaksin, akan diantar dengan transporatasi yang standar, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

b. Ruangan pendingin merupakan tempat penyimpanan vaksin, atau

divaccine refrigerator dan/atau ditempat yang lainnya disesuaikan
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dengan jenis-jenis dengan tingkat suhu yang telah ditentukan.
c. Kemudian untuk alat-alat pendukung yang lain dan beberapa logistik
lainnya akan dilakukan penyimpanan di ruangan yang sudah ditentukan.
d. Terdapat mekanisme dalam mendstribusikan vaksin, dimana
mekanismenya tergantung dengan Kkebijakan serta dana yang
dianggarkan di masing-masing daerah:
o Jika vaksin sudah sampai di Provinsi, maka Provinsi mengantaran ke
Kabupaten/Kota
o Untuk Kabupaten/Kota menerima langsung dari Provinsi,
sebagaimana penjadwalan di awal yang sudah ditentukan
3) Melakukan pendistribusian dari Kota/Kabupaten menuju ke Puskesmas dan
fasilitas pelayanan yang sudah ditetapkan
a. Menyalurkan vaksin-vaksin dari Kabupaten/Kota, membagikan alat-alat
pendukung serta logistik lain ke Puskesmas, klinik, Kemudian ke rumah
sakit, KKP, atau di Pos yang melayani vaksin sesuai yang telah
ditetapkan dalam pelayanan vaksinasi Covid-19, dimana pelayanan
secara pos biasanya menggunakan mobil box atau mobil yang bisa
digunakan untuk keliling, tentunya akan disesuaikan dengan jenis-jenis
vaksinnya. Sedangkan untuk kebutuhan diluar vaksin akan dibawa
menggunakan alat transportasi lain disesuaikan dengen ketentuan yang
telah diatur.
b. Dimana penyimpanan vaksin akan disimpan diruangan pendingin atau

tempat yang suhu dan lokasinya disesuaikan dengan jenis vaksinnya.



Sedangkan instalasi farmasi menjadi tempat bagi kebutuhan selain

vaksin sesuai dengen ketentuan yang mengaturnya.

Para petugas ditugaskan untuk memantau stok vaksin dan logistic

ditingkat puskesmas dan fasilitas Kesehatan yang lainnya, melakukan

tinajuan terhadap alat-alat rantai dingin, kesesuaian SOP yang berlaku

menjadi kepastian dalam melakukan manejemen penyimpanan vaksin.

Ketika melakukan pengiriman, maka harus ada lampiran bukti (SBBK)

dan Vaccine Arrival Report (VAR). Dalam melakukan pendistribusian dari

pusat hingga sampai ke puskesman maupun ke fasilitas layanan Kesehatan yang

lainnya harus tetap terjaga dengan baik dan kualitas tetap baik, tentunya

penjegaan kualitas akan memberikan tingkat kekebalan vaksin dengan lebih baik.

Beberapa implementasi pelaksanaannya, yakni:

1.

Ketika melakukan pendistribusian vaksin harus memakai cold box,
vaccine carrier kemudian dirangkap dengan cool pack atau alat
transportasi yang sudah disesuaikan dengan jenis-jenis vaksinnya.
Sedangkan untuk alat-alat pendukung serta logistik akan
ditempatkan di tempat yang standar sesuai dengan aturan.

Keharusan alat pengukur suhu disetiap cold box, vaccine carrier atau
alat transportasi vaksin lainnya

Pada permukaan cold box, vaccine carrier dianjurkan menggunakan
disinfeksi atau dengan cairan disinfektan yang telah disesuaikan dengan
standar pada alat transportasi vaksin yang lainnya.

Pada saat melakukan penataan pada vaksin diharapkan memakai masker
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bedah ataupun masker medis dan jika saja diperlukan bisa menggunakan
sarung tangan.

5. Baik sebelum maupun sesudah membereskan vaksin maupun logistik
diharapkan melakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir
atau bisa juga menggunakan hand sanitizer.

6. SPO (Standar Prosedur Operasional) merupakan acuan dalam melakukan

penyimpanan vaksin.

Penyimpanan dan Pemeliharaan Logistik

Ketika melakukan penyimpanan serta melakukan pemeliharaan logistik dalam kegiatan
vaksinasi Covid-19, pemerintah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota bertanggung
jawab atas hal tersebut sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Hal tersebut
bertujuan agar kualitas vaksin tetap terjaga, sebab pada dasarnya bahwa vaksin harus
ditempatkan ditempat sesuai suhunya masing-masing. Sarana penyimpanan vaksin
terdiri atas kamar dingin (cold room) dan kamar beku (freeze room), vaccine
refrigerator dan freezer, alat pembawa vaksin terstandar SNI dan PIS/PQS WHO, serta
alat untuk mempertahankan suhu.

Tenaga Pengelola

Penyediaan tenaga pengelola menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di
wilayahnya masing-masing. Para tenaga dalam melakukan pengelolaan vaksin harus
sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi yang disyaratkan, dimana cara
memperolehnya dengan melalui pelatihan maupun Pendidikan, setelah itu selesai

nantinya akan memperoleh bukti sertifikat yang menjadi bukti bahwa telah memenuhi
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kualifikasi. Untuk mengadakan program Pendidikan maupun pelatihan merupakan

tanggung jawab dari pemerintah.

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
1) Terdapat prinsip dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19, yakni:
1. Ketika vaksin diberikan, harus dilakukan oleh seorang ahlinya yakni dokter,
kemudian perawat, atau bidan sesuai kompetensi yang dimiliki.
2. Imunisasi rutin tetap harus berjalan dan tidak terganggu adanya program
vaksinasi.
3. Sebelum melakukan vaksin, sebelumnya harus dilakukan skrening Kesehatan
terhadap masing-masing orang
4. Tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan petunjuk
5. Melakukan deteksi kasus dan Analisa dampak melalui integrasi dengan kegiatan
surveilans Covid-19.

2) Tahapan Prosedur Pelayanan Vaksinasi Covid-19
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Terdapat mekanisme secara rinci, mekanisme tersebut merupakan mekanisme

pelayanan, baik pelayanan di puskesmas maupun di pelayanan-pelayanan yang

lainnya, hal tersebut bisa dilihar di gambar no 6, dibawah ini:

Mejal

Pendaftaran

dan verifikasi

»

Meja 2

(disarankan >1
meja, disesuaikan
pada angka tenaga

kesehatan

Skrining

Anamnesa dan
pemeriksaan fisik

Edukasi

Vaksinasi

Meja 3

(disarankan >1
meja, sesuaikan
dengan jumlah
tenaga kesehatan
yang ada, di
dalam ruangan
dengan tetap
menerapkan
protokol

Pemberian

Meja 4

Pencatatan

Petugas
mempersilakan
sasaran untuk
menunggu 30

menit (antisipasi
apabila ada

KIPI)

Sasaran dikasih
kartu vaksin dan
tanda

Edukasi
pencegahan

rN\J/INn 10

Tabel Alur Pelayanan Vaksinasi Covid-19

Secara rinci dan detail penjelasan tentang aktivitas pelayanan untuk setiap meja

vaksinasi, yakni:
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Tabel. Mekanisme Pelayanan Vaksinasi Covid-19 per Meja

Meja Pelayanan Keterangan Kegiatan Pelayanan
Meja 1 (petugas 1) Sasaran dipanggil oleh petugas kea rah meja 1, dimana
pendaftaran/verifikasi) pemanggilan disesuaikan dengan nomor urut

2) Setelah dilakukan pemanggilan sasaran harus bisa
memperlihatkan KTP/KK, dimana tujuannya untuk dilakukan
verifikasi dengan data yang sebelumnya sudah diisi.

3) Petugas melalukan verifikasi melalui aplikasi Pcare Vaksinasi
atau bahkan bisa dilakukan dengan manual, dengan
menyiapkan data-data yang ada di aplikasi atau daftar, yang
nantinya dicetak sebelum hari H pelayanan.

Meja 2 (petugas kesehatan)| 1) Anamnesa dilakukan oleh pera petugas, hal tersebut bertujuan
untuk mencari tahu tentang kondisi Kesehatan pada sasaran
serta dilihat pula kondisi penyerta, kemudian melakukan
pemeriksaan fisik secara sederhana, mencakup mengukur suhu
tubuh dan tekanan darah.

2) Pada sasaran yang terinfeksi covid-19 tidak diperbolehkan
vaksin sementara waktu dan jika sasaran juga memiliki
penyakit penyerta juga tidak diperbolehkan.

3) Setelah dilakukan skrining kepada para sasaran, maka data-
data yang diperoleh langsung dilakukan penginputan ke
aplikasi oleh para petugas. Jika di saat itu penginputan tidak
bisa dilakukan secara langsung yang disebabkan karena
beberapa hal yang tidak memungkinkan, maka hasil skrining
akan dialihkan untuk sementara ke catatan, dan akan diinput
setelah keadaannya membaik.

4) Setelah data-data tersebut diinput, maka dari aplikasi akan
mengeluarkan hasil yang menunjukkan apakah sasaran layak
untuk divaksin atau tidak, atau bisa dilakukan penundaan
untuk sementara. Jika keputusan harus ditunda, maka sasaran
menunda vaksin untuk sementara dan bisa melakukan vaksin
lagi ketika sudah ada pemberitahuan lebih lanjut melalui
aplikasi peduli lindungi, setelah mendapatkan notifikasi
sasaran akan disuruh melakukan registrasi ulang agar bisa
ditentukan jadwal dan lokasi lagi.

5) Kemudian setelah itu, keputusan hasil skrining diinpul ke
aplikasi oleh para petugas.

a. Jika diwaktu skrening sasaran ternyata berpotensi memiliki
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penyakit menular atau dicurigai mempunyai penyakit
covid-19, oleh karena itu sasaran akan dilakukan rujukan
ke poli umum agar bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan.

b. Melanjutkan ke Meja 3 jika sasaran dinyatakan sehat.

c. Para petugas memberikan sedikit edukasi tentang seputar
vaksin baik dari jenisnya hingga manfaat serta efek
sampingnya.

Meja 3 (vaksinator)

1) Sasaran kemudian duduk ditempat yang telah ditentukan

2) Bagi vaksin yang berkategori mutidosis, diberikan
tanggal dan jam dengan pulpen maupun spidol.

3) Petugas kepada sasaran memberikan vaksin dalam
bentuk intra muskular dengan cara menyuntikan
secara aman.

4) Kemudian ditulis secara lengkap data sasaran baik dari nama,
nama vaksinnya, kemudian NIK, dan dituliskan nomor batch
vaksin dalam memo. Setelah mendapatkan memo, memo
dikasihkan ke petugas di meja 4.

5) Setelah selesai dalam tahap menyuntik, maka diminta
dilanjutkan ke bagian meja 4 dan ditunggu selama 30 menit

Meja 4 (petugas
pencatatan)

1) Memo akan diterima oleh petugas yang berasal dari
meja 3

2) Kemudian pihak petugas akan menuliskan jenis vaksin,
serta nomor batchnya

3) Jika input data tidak bisa dilakukan secara langsung, maka
untuk sementara bisa dilakukan pencatatan secara manual
dahulu, hingga ketika sudah bisa diakses, baru data-data
yang dicatat langsung dimasukkan.

4) Setelah itu, pihak petugas mengasihkan kartu vaksin,
kemudian diberikan tanda bahwa sasaran telah melakukan
vaksin. Kartu bisa langsung dicetak oleh petugas di aplikasi
Pcare Vaksinasi. Kartunya bisa dijadikan bukti setelah
tertandatangani dan distempel.

5) Kemudian sasaran akan disuruh menunggu 30 menit setelah
dilakukan vaksin, sebab nantinya akan diberikan beberapa
materi tentang covid-19 serta pencegahannya.




Nama
Umur
NIK

Hasil

Tabel . Format Skrining Sebelum Vaksinasi Covid-19

Pemeriksaan

Suhu

Tekanan Darah
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No

Pertanyaan

Ya

Tidak

1.

Apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita
covid-19?

Apakah Anda mengalami gejala ISPA seperti
batuk/pilek/sesak napas dalam 7 hari terakhir?

Apakah ada anggota keluarga serumah yang
kontak erat/suspek/konfirmasi/sedang dalam
perawatan karena penyakit covid-19?

Apakah Anda memiliki riwayat alergi berat atau
mengalami gejala sesak napas, bengkak dan
kemerahan setelah divaksinasi covid-19
sebelumnya?

(pertanyaan untuk vaksinasi ke-2)

Apakah Anda sedang mendapatkan terapi aktif
jangka panjang terhadap penyakit kelainan
darah?

Apakah Anda menderita penyakit jantung (gagal
jantung/penyakit jantung coroner) yang belum
terkendali?

Apakah Anda menderita penyakit Autoimun
Sistemik (SLE/Lupus, Sjogren, vaskulitis, dan
autoimun lainnya) yang belum terkendali?
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8. | Apakah Anda menderita penyakit ginjal?
(penyakit ginjal kronis/sedang menjalani
hemodialysis/dialysis peritoneal/transplantasi
ginjal/sindroma nefrotik dengan kortikosteroid)

9. | Apakah Anda menderita penyakit Reumatik
Autoimun/Rhematoid Arthritis?

10.| Apakah Anda menderita penyakit saluran
pencernaan kronis?

11. | Apakah Anda menderita penyakit
Hipertiroid/hipotiroid karena autoimun?

12. | Apakah Anda menderita penyakit kanker, kelainan
darah, imunokompromais/defisiensi imun, dan
penerima produk darah/transfusi?

13. | Apakah Anda menderita penyakit Diabetes
Melitus belum terkontrol?

14. | Apakah Anda menderita HIV?

15. | Apakah Anda memiliki penyakit paru (asma,

PPOK, TBC) yang belum terkendali?

Ketentuan Waktu Pelayanan Vaksinasi Covid-19

a. Imunisasi rutin tidak terganggu oleh jadwal program vaksinasi. Sebab
sebelumnya sudah ditentukan jadwal secara rinci dalam melakukan pelayanan
Covid-19 di puskesman, kemudian beberapa fasilitas Kesehatan, dan pos
pelayanan vaksinasi.

b. Dalam menentukan waktu pelayanan serta Batasan sasaran tidak boleh lama-
lama.

c. Khusus untul pelayanan di fasyankes, conothnya seperti di RS/klinik, baik

yang dimiliki pemerintah maupun swasta bahwa penjadwalan bisa dilakukan




5.

58

pengaturan, tentunya pengaturan secara sepihak bisa memanajemen dengan
jadwal-jadwal layanan yang lainnya, dalam melakukan pelayanan tentunya
akan tetap memprioritaskan protocol Kesehatan yang aman.
Kerjasama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
Gubernur memiliki tugas untuk mengkoordinasikan terkait vaksin jika ditingkat
Provinsi, sedangkan jika ditingkat kabupaten/kota akan dikoordinasikan oleh
Bupati/Wali Kota. Pemerintah baik pusat maupun daerah akan melakukan
proses kerjasama dengan BUMN/BUMD atau dengan yang lainnya, kemudian
ormas-ormas, TNI/POLRI, serta pihak-pihak yang lain. Implementasi kerjasama
yang dimaksud, yakni:
1. Memberikan dorongan terhadap tersedianya tenaga pelaksana
2. Dukungan lokasi vaksin
3. Dukungan keamanan
4.Dukungan dalam memberikan sosialisasi dan memberikan pergerakan dalam
kehidupan masyarakat
5. Diberikan dukungan tenaga selain dari Kesehatan
6.Dukungan dalam mengolah limbah dari medis.
Jika kerjsama bisa dijalankan dengan efektif, maka diperlukan sebuah tim
sebagai pelaksana baik ditingkat Provinsi, kemudian di tingkat
Kabupaten/Kota, dan ditingkat puskesmas. Hadirnya tim ini, nantinya
diharuskan untuk mengkoordinasikan sesama bidang dan lintas bidang.
Bidang yang ada di tim pelaksana, yakni; bidang yang konsen dalam

melakukan perencanaan, bidang vaksin, bidang yang menangui saranan



prasarana dan logistik, bidang dalam melakukan pelaksana, bidang

advokasi, bidang monitoring, bidang komunikasi. Secara rinci tugasnya,

sebagai berikut:

1) Bidang Perencanaan;

o

o

o

Bertugas sebagai penganalisis situasi

Melakukan penyusunan perencanaan biaya dalam melaksanakan program
vaksinasi Covid-19

Bertugas melakukan sebuah koordinasi serta asistensi dengan Tim di

bidang perencanaan tingkat bawahnya

2) Bidang Vaksin, Logistik dan Sarana Prasarana:

©)

Melakukan penghitungan serta penyusunan jumlah kebutuhan vaksin yang
diusulkan dan permintaan logistik lainnya.

Melakukan penyusunan perencanaan distribusi dan sekaligus melakukan
pemantaun terhadap proses pendistribusian vaksin dan beberapa logistik
lainnya.

Menginvertarisir sarana serta peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam
program vaksinasi

Mengelolan limbah medis dengan melakukan koordinasi serta identifikasi
dan memberikan solusi jika terjadi masalah

Bertugas melakukan sebuah koordinasi serta asistensi dengan Tim di

bidang perencanaan tingkat bawahnya

3) Bidang Pelaksanaan:

(@]

Membuat program pelatihan khususnya terkait vaksinasi dalam menangani

59
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Covid-19, pelatihan dikhususkan bagi para tenaga pelaksana vaksinasi.

o Melakukan koordinasi terkait persiapan program vaksinasi Covid-19

o Membuat program kegiatan berupa koordinasi dan sosialisasi dalam
melaksanakan program vaksinasi Covid-19, baik secara lintas maupun di
luar lintas

o Bertugas melakukan sebuah koordinasi serta asistensi dengan Tim di
bidang perencanaan tingkat bawahnya

4) Bidang Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat:

o Melakukan penyusunan dan pengkajian terkait materi KIE dalam kegiatan
vaksinasi

o Dalam rangka agar kegiatan vaksinasi dapat terpublikasi, maka dilakukan
sebuah kerjasama dengen berbagai media

o Melakukan perluasan informasi kepada masyarakat tentang diadakannya
sebuah program vaksinasi

o Kegiatan-kegiatannya diliput dan didokumentasi

o Untuk mengatasi penolakan dan berita-berita yang buruk dilakukan
upaya komunikasi risiko

o Bertugas melakukan sebuah koordinasi serta asistensi dengan Tim di
bidang perencanaan tingkat bawahnya

5) Bidang Monitoring dan Evaluasi:

o Bertugas untuk memantau pada setiap proses ketika melakukan persiapan

dan melakukan pelaksanaan program vaksinasi.

o Melakukan pemantauan terkaiit kejadian ikutan setelah dilakukannya
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imunisasi serta penanggulangannya
o Melakukan penyusunan laporan terkait hasil evaluasi dan monitoring
program vaksinasi
o Bertugas melakukan sebuah koordinasi serta asistensi dengan Tim di
bidang perencanaan tingkat bawahnya.®
Sebelum pelayanan vaksinasi Covid-19, para tenaga medis dan tenaga Kesehatan
maupun para pelaksana yang lainnya diwajibkan untuk memberi materi-materi tentang
vaksin, baik materi tentang jenis-jenisnya, manfaat, efek samping, kejadian KIPI,
upaya-upayanya, dan penjadwalan vaksin. Dalam menjelaskan hal tersebut bisa melalui
alat pendukung, misalnya media sosial. Hadirnya orang-orang di lokasi pelayanan
vaksinasi Covid-19 setelah diberikan penjelasan dianggap sebagai persetujuan untuk
divaksinasi. Hal lain yang tak kalah penting untuk dilakukan oleh tenaga kesehatan

adalah melakukan penyariangan bagi yang kontra terhadap vaksin.

Mengingat begitu pentingnya manfaat vaksinasi Covid-19 untuk mengendalikan
penyakit Covid-19, maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memberikan
dukungan bagi keberhasilannya. Untuk itu ketika terdapat beberapa orang ataupun
kelompok yang melakukan penghalangan terhadap kegiatan vaksinasi Covid-19, sesuai

dengan aturan yang ada akan diberikan sanksi yang tegas.

60 Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/ 1 /2021
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)
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C. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para tenaga Kesehatan, yakni:
1) Diberikan jaminan pelindungan hukum serta diberikan imbalan pula
ketika melaksanakan tugasnya; 2) Memiliki kewajiban untuk melakukan
pengembangan dan peningkatan dari sisi keterampilan dan pengetahuannya
yang dimiliki; 3) Para tenaga medis dan tenaga kesehatan diharuskan untuk
dicek kesehatannya dahulu secara gratis, secara prosedur hukum yang
berlaku; 4) Kompetensi dan kewenangan yang dimiliki akan berpengaruh

terhadap pemeriksaan.

Hak-hak yang dimiliki oleh para tenaga Kesehatan, diantaranya adalah: 1) Di jamin
perlindungan hukumnya, dengan syarat selama melakukan tugasnya dalam melayani
program vaksinasi Covid-19, disesuaikan dengan standar profesi yang dimiliki, disesuaikan
dengan SOP, dan standar pelayanan profesi; 2) Menerima berbagai informasi yang jelas dan
benar yang berasal dari pihak sasaran maupun pihak keluarganya; 3) Menerima imbalan
sesuai dengan Kkinerjanya; 4) Mendapatkan hak perlindungan dari keselamatan serta
Kesehatan dalam bekerja, diperlakukan secara manusiawi, kesusilaan, serta nilai-nilai
agama; 5) Memiliki hak untuk bisa mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya; 6)
melakukan penolakan terhadap keinginan dalam menerima layanan vaksinasi atau beberapa
pihak yang lain dan tentunya bertentangan dengan standar profesi, kemudian bertentangan

dengan kode etik, kemudian SOP, standar pelayanan, ataupun peraturan yang berlaku.®*

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, tenaga kesehatan berkewajiban untuk: 1)

Memberikan penjelasan tentang seputar vaksin, mencakup jenis-jenisnya, kemudian

61 Lihat ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2012 tentang Tenaga Kesehatan
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manfaatnya, efek samping, akibat jika tidak dilakuka vaksin, jika terjadi KIPI serta upaya-
upaya dan bertugas menjadwalkan vaksin; 2) Memiliki tugas untuk menskrining sasaran
yang terindikasi atau kontraindikasi terhadap vaksin; 3) Layanan vaksinasi Covid-19 harus
disesuaikan dengan standar profesi, SOP, etika dan peraturan yang berlaku; 4) Mendapatkan
persetujuan dari yang menerima vaksin; 5) Bisa merahasiakan kondisi Kesehatan para
orang-orang yang melakukan vaksin; 6) catatan dan dokumen terkait pelaksanaan vaksin
harus segera dibuat dan dilengkapi; 7) Merujuk penerima pelayanan vaksinasi kepada
beberapa tenaga Kesehatan yang lain, dimana para tenaga memiliki kompetensi serta

kewenangan yang sesuai jika terjadi efek yang tidak diinginkan setelah vaksinasi.

Hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan di atas terlahir dari sebuah hubungan hukum,
yaitu hubungan yang terjadi karena peristiwa hukum dan diatur oleh hukum. Di dalam
hubungan hukum, subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban.®> Dalam
pelaksanannya harus diberikan sebuah hak-hak atas keleluasaan dan kenikmatan bagi para
individu, kemudian kewajiban adalah Batasan-batasan dan sekaligus beban, oleh karena itu

yang cenderung menonjol atau aktif dalam sebuah hubungan hukum yakni hak.®3

Sebagai negara hukum, Indonesia memberlakukan asas legalitas dalam dinamika kehidupan
bernegara yang berarti bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Hukum
merupakan sebuah wujud dari sebuah keadilan, keadilan bagi banyak orang.®* Menurut
Radbruch dalam H.S. Tisnanta et al®, ada 3 (tiga) macam aspek pengertian hukum yaitu: 1)

Keadilan jika diartikan secara sempit yakni persamaan setiap orang di depan pengadilan; 2)

62 Soerjono Soekanto, 2014, Op.cit, him. 11.

83 Sudikno Mertokusumo, 2010, Op.cit, him. 51.

64 H.S. Tisnanta, Baharuddin Naim, & Heryandi, 2003, Filsafat Hukum, Bandar Lampung: Penerbit Universitas
Lampung, him. 31

8 Loc.cit.
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Isi hukum ditentukan oleh tujuan dari keadilan; 3) Adanya kepastian hukum, agar hukum

bisa dijalankan dan bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga bisa ditaati.

Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang bertujuan untuk melakukan
pengaturan terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Agar pemenuhan hak
dasar setiap warga negara efektif, maka hukum memberikan jaminan berupa perlindungan

hukum dari pelbagai hal yang mungkin melanggar hak-hak tersebut.

Negara mengakui adanya perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana tercantum
dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam bahasa Inggris kata perlindungan memiliki padanan protection. Berdasarkan Oxford
Dictionary of Current English dalam Wahyu Sasongko, kata protection (n) diartikan
sebagai: 1) protecting or being protected...; 2) system of protecting...; 3) person or thing that
protects.... Bentuk kata kerjanya, protect (vt), artinya: 1) keep safe; 2) guard.®® Menurut
kamus Collins Birmingham University International Language Database, kata protection
diartikan sebagai if something gives you protection againts something unpleasant, it stops

you from being harmed by it.?’

% Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung:
Penerbit Universitas Lampung, him. 30.

67 Collins Birmingham University, 2017, Collins COBUILD Learner's Pocket Dictionary, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, him. 476.
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Bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia,®® perlindungan diartikan sebagai: 1) tempat
berlindung; 2) hal (perbuatan) memperlindungi; sedangkan dalam Kamus Hukum Black’s
Law Dictionary, protection (n) diartikan: 1) the act of protecting, 2) protectionism, 3)

coverage...%®

Terdapat kemiripan unsur dari beberapa pengertian di atas, yaitu: 1) Unsur dalam melakukan
tindakan dalam melindungi; 2) Unsur yang berasal dari beberapa pihak yang akan
melindungi; 3) Cara-cara ketika melindungi. Oleh karena iu, perlindungan dapat diartikan,
yakni sebuah penindakan untuk memberikan perlindungan kepada beberapa pihak tertentu

dan dilakukan melalui beberapa cara tertentu.

Perlindungan hukum adalah bentuk penyempitan dari perlindungan itu sendiri. Hukum
memiliki sifat memaksa dan diakui keberlakuannya melalui peraturan-peraturan yang
diterbitkan oleh pihak yang berwenang, sehingga perlindungan hukum menjadi lebih efektif
dibandingkan perlindungan yang lain. Sebagaimana Talcott Parsons yang menyakini bahwa
norma hukum (legal norm) memiliki fungsi untuk dilakukan sosialisasi ataupun prosedur
untuk mengontrol secara sosial. Mencakup pengendalian terhadap kepentingan-

kepentingan.’®

Perlindungan hukum dimaknai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau perlindungan
dengan melalui sarana. Dikaitkan dengan arti perlindungan menurut bahasa, oleh karena itu

perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum atau sebuah

6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016, KBBI Daring. Dipetik Oktober 23, 2021, dari
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan

8 Wahyu Sasongko, 2007, Loc.cit.

70 Wahyu Sasongko, 2007, Op.cit, him. 31.
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perilaku yang dilindungi dari beberapa pihak tertentu, ditunjukkan bagi para pihak yang

khusus.”

Dalam pandangan salah satu ahli yakni Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa
perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang diayomi, dimana hak-hak tersebut
dirugikan oleh orang lain dan jaminan perlindungannya tersebut dikasihkan pada orang-
orang agar bisa melaksanakan semua hanya dengan aman. Hukum bertujuan agar
perlindungan dapat terwujud, dimana sifat yang dimiliki yakni fleksibel, prediktif, kemudian

bersifat adaptif, dan bersifat antisipatif.”?

Kemudian definisi perlindungan hukum dalam pandangan Maria Theresia Geme, bahwa
perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan-tindakan dari negara agar bisa melakukan
sesuatu, tujuannya adalah memberikan perlindungan dengan memastikan semua hal orang-

orang.”

Kemudian ahli yang lainnya yakni Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan
hukum adalah beberapa tindakan yang bertujuan untuk mengasihkan perlindungan kepada
subjek hukum, dengan melalui alat-alat hukum yang ada. Perlindungan hukum secara
preventif bertujuan untuk mencegah adanya sengketa, sedangkan perlindungan hukum
secara represif bertujuan untuk melakukan penyelesaian sengketa.” Sifat preventif dan
represif tersebut tergambar dari cara-cara hukum itu sendiri dalam memberikan
perlindungan, yaitu: 1) dengan membuat peraturan (by giving regulation); 2) menegakkan

peraturan (law enforcement).

1 Wahyu Sasongko, 2012, Indikasi Geografis: Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum
terhadap Produk Nasional, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, him. 47

72 Salim HS., & Erlies Septiana Nurbani, 2016, Op.cit, him. 262.

73 Ibid.

74 Philipus M. Hadjon, 1987, Op.cit, him. 2.
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Keberadaan peraturan sangat penting, karena tanpa peraturan yang dibuat oleh pihak yang
berwenang, maka tindakan hukum tidak dapat dilakukan sebagai perwujudan asas legalitas
yang berlaku di negara kita. Peraturan yang dibuat haruslah memuat hak-hak hukum (legal
rights) para subyek hukum, sehingga berlakulah jaminan sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan. Dengan demikian, pembuatan peraturan memiliki tujuan agar hak dan kewajiban

bisa terjamin, hak dan kewajiban subjek hukum.

Selanjutnya peraturan ditegakkan melalui tindakan pelaksanaan, penerapan dan penegakan
peraturan. Dalam hal ini, penegakan peraturan (sebagai produk hukum) akan disesuaikan
dengan keperluan dan fungsi masing-masing bidang hukum, yaitu: hukum administrasi
negara yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak subyek hukum; hukum pidana
yang berfungsi menanggulangi pelanggaran hak subyek hukum; dan hukum perdata yang

berfungsi memulihkan hak-hak subyek hukum yang dilanggar.

Perlindungan hukum dapat terwujud melalui adanya jaminan hukum (peraturan perundang-
undangan) dan adanya kepastian hukum yang menjadi parameter bagi perlindungan hukum
di tingkat normatif dan empiris; yang mana bertujuan semata-mata agar hak setiap orang

dapat terpenuhi tanpa hambatan atau pelanggaran dari pihak manapun.

Pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh manusia yang memiliki emosi dan bersifat
dinamis, sehingga kadang-kadang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan tanpa disadari
berubah menjadi kurang baik. Hal ini disebabkan sekalipun sudah terdapat ukuran kebenaran
tindakan atau upaya yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun di
dalam suatu tindakan tetap saja tidak luput dari kemungkinan adanya resiko yang berakibat

pada timbulnya sejumlah konflik antara tenaga kesehatan dan pasien.
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Tenaga kesehatan yang paling banyak mengalami konflik dengan pasien dalam hal ini
adalah dokter, perawat dan bidan; yang mana konflik tersebut terkadang tidak dapat
dipecahkan oleh kaidah-kaidah etika.”® Pada saat inilah kaidah hukum diberlakukan dimana
penyelesaiannya dikembalikan pada segi hak dan kewenangan yang sebanding dengan

kewajiban dan tanggung jawab para pihak baik pasien maupun tenaga kesehatan.

D. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Vaksinasi Covid-19

Dalam keberlakuannya di masyarakat, hukum memikiki kualifikasi pada hubungan hukum
yang telah dipilih. Hadirnya kualifikasi tersebut, akan terbentuklah beberapa hubungan
hukum itu yang dinamakan hubungan hukum.’® Agar hubungan hukum dapat terbentuk,
maka diperlukan adanya beberapa pihak yang melakukan hubungan tersebut, yang kemudian
diidentifikasi sebagai subjek hukum; dengan sasaran hubungan disebut sebagai objek

hukum.

Definisi hubungan hukum merupakan hubugan antara orang satu dengan orang lain yang
mana masing-masing hak dan kewajibannya saling berhadapan.’”” Terdapat definisi selain
itu, bahwa hubungan hukum adalah hubungan dimana hak dan kewajiban tersebut melekat
ke pihak-pihak yang berda.”®* Hukum memang selalu berkaitan dengan
kekuasaan/kewenangan atau hak (bevoeg heid) dan kewajiban (plicht), yang mana keduanya

hadir/terbentuk atas sebab sebuah peristiwa hukum yang terjadi.

5 Maskawati, Andriani Misdar, & Muji Iswanty, 2018, Op.cit, him. 23.

76 Satjipto Rahardjo, 2014, Op.cit, him. 40.

7 1shaq, 2012, Op.cit, him, 84.

78 Taryana Soenandar., Fathurrahman Djamil., Mariam Darus Badrulzaman., Sutan Remy Sjahdeini., & Heru
Soepraptomo, 2016, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, him. 1.
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Ada tiga unsur dalam sebuah hubungan hukum, yaitu: 1) Hak dan kewajiban yang melekat
pada orang saling berhadapan; 2) Terdapat objek; 3) Terdapat hubungan orang yang
mempunyai kewajiban dan orang yang mempunyai hak, atau seseorang yang mempunyai

hubungan pada objek yang seseorang juga memiliki hubungan yang sama.”

Untuk mewujudkan adanya hubungan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi,
antara lain: 1) Dasar hukum harus ada, yakni hubungan hukum yang telah diatur oleh aturan
hukum; 2) Peristiwa hukum harus ada.®® Menurut penjelasan salah satu ahli yaitu Soedjono
Dirdjosisworo mendefinisikan tentang peristiwa hukum, peristiwa hukum merupakan
seluruh peristiwa yang memiliki akibat hukum, dimana akibat hukum tersebut hadir
dikarenakan ada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, kemudian salah satu ahli
yang lain bernama Surojo Wignjodipuro mendefinisikan juga tentang peristiwa hukum,
peristiwa hukum adalah sebuah peristiwan yang mempunyai akibat hukum, dimana kejadian

tersebut telah dilakukan sehari-hari.®!

Jika dihubungan dengan memberikan pelayanan Kesehatan, bahwa hubungan dalam konteks
tersebut merupakan hubungan antara orang yang memberikan pelayanan dengan orang yang
dilayani atau lebih mengacu kepada hubungan tenaga kesehatan dengan pasien, sebagaimana
dinyatakan oleh Syahrul Machmud, bahwa jika antara pasien dengan dokter berhubungan
hukum, maka itu seharusnya hubungan secara pelayanan Kesehatan saja atau dapat
dikatakan dengan Bahasa yang lain bahwa hubungan seperti itu hanya sebuah tindakan

medis saja antara yang menerima layanan dengan yang memberikan layanan.8? Hermien

7% Ishag, 2012, Op.cit, him, 85.

80 Ibid.

8 Ishag, 2012, Op.cit, him. 77.

82 Syahrul Machmud, 2008, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan
Medikal Malpraktek, Bandung: Mandar Maju, him. 26.
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Hadiati Koeswadji dalam Machli Riyadi menguraikan bahwa pada dasarnya jika dokter
berhubungan dengan pasien, itu sebagai wujud memenuhi hak-hak dasarnya sebagai
manusia, dimana hak untuk dipelihara kesehatannya merupakan hak asasi sejak manusia itu

dibuat serta hak dalam memutuskan sebuah nasib.

Menurut Munir Fuady dalam Machli Riyadi, hubungan dokter-pasien terjalin berdasarkan
pasien yang hanya percaya saja kepada dokter ketika mengobati atas musibah/penyakit yag
dialaminya dengan niat serta usaha yang maksimal, dan tentunya segala bentuk data-data
akan dijaga kerasihaannya oleh seorang dokter.* Hubungan yang semula bersifat sosial

kemudian mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan jaman dan regulasi.

Perkembangan hubungan dokter-pasien bisa dilakukan pengelompokkan, dan mempunyai

beberapa tahapan, diantaranya adalah:®

a) hubungan yang disebut sebagai pasif dan aktif, orang yang dianggap oleh
pasien tahu tentang segala Kesehatan adalah seorang dokter, oleh karena itu
tindakan-tindakan yang diperlukan oleh seorang dokter, pasien akan percaya
saja; b) Hubungan terpimpin yang memiliki kerjasama, dalam tahapan ini
terdapat beberapa peran dari pasien namun ketika masih dalam tahap
pelayanan, dokter masih cenderung paling aktif; ¢) Hubungan sama-sama
berpartisipasi, bahwa baik dokter maupun pasien sudah menyadari bahwa
mereka memiliki level yang sama, oleh karena itu hubungan keduanya
disahkan dalam sebuah perjanjian yang sudah disepakati.

Perkembangan pola hubungan di atas terjadi karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu
peningkatan jumlah permintaan pelayanan kesehatan, berubahnya pola penyakit dan

teknologi medik.2® Menurut Hermin Hadiati dalam Moh. Hatta, perkembangan hubungan

dokter dan pasien oleh faktor-faktor tersebut selanjutnya menyebabkan perluasan yuridiksi

8 Machli Riyadi, 2018, Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik, Jakarta: Prenadamedia, hlm. 22-23.
8 Ibid. him. 22.

& Ibid. hlm. 26-27.

8 Amri Amir, 1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Jakarta: Widya Medika, him. 56.
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peradilan. Hal ini disebabkan tidak semua masalah berupa sengketa medik antara dokter dan

pasien dapat diselesaikan secara etik.®’

Hubungan hukum antara dokter dan pasien terbentuk atas adanya kesepakatan di antara
kedua belah pihak, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yakni agar praktik
kedokteran bisa tersenggara maka dasarnya harus terdapat kesepakatan antara seorang
pasuen dengan seorang dokter, yang bertujuan untuk melakukan pemeliharaan
kesehatannya, melakukan pencegahan penyakit yang dialaminya, meningkatkan Kesehatan,

melakukan pengobatan sebuah penyakit dan memulihkannya.

yaitu Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau
dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit,

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Dalam upaya pencegahan penyakit Covid-19 melalui vaksinasi Covid-19, kesepakatan
antara penyedia pelayanan kesehatan (tenaga medis dan tenaga kesehatan) dan penerima
pelayanan kesehatan (sasaran vaksinasi Covid-19) akan melahirkan suatu perjanjian
teurapetik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, yaitu lahirnya tiap-tiap
perikatan, baik disebabkan atas sebua persetujuan, maupun disebabkan atas sebuah Undang-

Undang.

Perjanjian teurapetik atau lebih dikenal sebagai transaksi teurapetik adalah perjanjian antara

pasien dengan tenaga medis dan tenaga Kesehatan, dimana keduanya saling berhubungan

87 Mohammad Hatta, 2013, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Yogyakarta: Liberty, him. 63.
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hukum yang memunculkan antara hak dan kewajibannya masing-masing.%® Hubungan
hukum tersebut bersifat timbal balik di mana kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan
menjadi hak pasien dan kewajiban seorang pasien memenuhi hak tenaga medis dan tenaga

Kesehatan.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan mempunyai hak serta kewajiban dalam vaksinasi Covid-
19 telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan pasien sebagai sasaran vaksinasi Covid-19 juga
memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Hak pasien antara lain: 1) memperoleh informasi
secara benar dan jelas mengenai beberapa jenis-jenis vaksing yang kasihkan, dimanfaatkan,
jika tidak diimunisasi akan memiliki akibat, ada potensi jika terjadi KIPI vaksin Covid-19
dan beberapa upaya yang wajib untuk dilaksanakan serta penjadwalan terkait vaksin di
agenda selanjutnya; 2) menjalani penyaringan (screening) atas kontra indikasi terhadap
vaksinasi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) memperoleh pelayanan vaksinasi
Covid-19 yang disesuaikan dnegan kompetensinya, disesuaikan dengan standar layanannya,
disesuaikan dengan kode etiknya, dan SOPnya; 4) meminta pendapat tenaga kesehatan lain

(sebagai second opinion); 5) memperoleh jaminan kerahasiaan kesehatan.

Adapun pasien vaksinasi Covid-19 berkewajiban untuk: 1) Informasi harus diberikan dengan
jujur, tegas, konkrit, dan memang dibenar adanya ketika dilakukan skrening; 2) mematuhi
nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan saat menerima pelayanan vaksinasi

Covid-19; 3) Harus patuh terhadap aturan-aturan dalam fasilitas pelayanannya.

Dalam suatu transaksi teurapetik terdapat beberapa asas yang berlaku, yaitu:&

8 Desriza Ratman, 2014, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktek Medik, Bandung:
Keni Media, him. 17.
8 Desriza Ratman, 2014, Op.cit, him. 31-34.
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1) asas legalitas sebagai dasar hukum seorang dokter untuk muncul di
publik dan memberikan pelayanan atau melakukan praktiknya yang
ditandai dengan adanya SIP (Surat Izin Praktik) dan STR (Surat Tanda
Registrasi); 2) asas kesetaraan, yang menyatakan bahwa secara hukum
atau di mata hukum, kedudukan dokter (dan tenaga kesehatan lainnya)
dan pasien menjadi setara (equality before the law), di mana pihak-
pihak tidak memiliki kewajiban maupun hak pada sebuah transaksi
teurapetik tersebut; 3) asas kepercayaan, yang menjiwai hubungan
dokter-pasien (transaksi teurapetik), di mana terdapat keterbukaan
komunikasi terutama dalam konteks mengatasi masalah kesehatan
pasien; 4) asas otonom (autonomy), yang mana seorang pasien dapat
memutuskan apakah menerima atau menolak apa yang telah ditentukan
oleh dokter atas dirinya (meskipun itu yang terbaik untuk dirinya). Asas
ini erat kaitannya dengan hak asasi menentukan atas diri sendiri (the
Rights of Self-Determination) yang didukung oleh undang-undang dan
dijamin oleh negara.

Transaksi teurapetik berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang menekankan objek

yang diperjanjikan pada hasil nyata (resultaat verbintenis), karena lebih menekankan pada

upaya maksimal untuk menyembuhkan pasien sebagai objeknya (inspanning verbintenis).

Dalam inspanning verbintenis atau perikatan usaha, secara hukum dokter memiliki
kewajiban, kewajibannya adalah dengan melakukan usaha yang maksimal dan sebaik-
baiknya dalam memberikan pengobatan, memberikan sembuh dan pulih terhadap pasien,
selain itu juga wajib untuk memperlakukan pasien dengan baik, kemudian penuh dengan
ketelitian, pertimbangan serta hati-hati yang tinggi.®® Ukuran benar atau tidaknya upaya
yang dilakukan adalah standar pelayanan profesi, kemduian etika, standar profesinya,
kebutuhan Kesehatan dalam menerima layanan Kesehatan, dengan memperhatikan
kebiasaan umum yang wajar, norma hukum, kesusilaan umum dan Ilain-lain. Oleh
karenanya, dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, tenaga medis dan tenaga kesehatan

berkewajiban hukum untuk berusaha sekeras-kerasnya, sungguh-sungguh, dan sebaik-

% Adami Chazawi, 2016, Malapraktik Kedokteran, Jakarta: Sinar Grafika, him. 10.
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baiknya untuk memberikan pelayanan vaksinasi yang komprehensif sebagai upaya memberi
kekebalan terhadap penyakit Covid-19 bagi sasaran vaksinasi (pasien). Tenaga medis dan
tenaga kesehatan harus senantiasa memberikan keamanan, kemudian mutu, serta kebaikan
dari vaksin yang diberikan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga aman baik bagi
yang disuntik, maupun bagi penyuntik dan lingkungan. Terlaksananya kewajiban ini
merupakan pemenuhan hak para sasaran vaksinasi Covid-19. Namun apabila jika dalam
pelaksanaannya program vaksinasi terjadi resiko sepertinya adanya KIPI vaksinasi Covid-19
maka sesuai peraturan menteri kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona virus Disease 2019 bahwa
pemerintah menerima semua tanggungjawab yang diberikan kepadanya secara hukum,
hingga kejadian tersebut selesai sebagaimana yang sudah diatur. Hal tersebut menjadi
aktualisasi bahwa para tenaga Kesehatan mempunyai sebuah hak untuk menerima jaminan
perlindungan hukumnya, selama para tenaga melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan

yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.



IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa tenaga
medis dan tenaga kesehatan telah memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan
Vaksinasi Covid-19, baik bersifat preventif maupun represif. Namun dalam
penerapannya masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih adanya kasus tenaga
medis dan tenaga kesehatan yang dituntut akibat pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Tenaga medis dan tenaga kesehatan sudah melakukan tindakan sesuai prosedur masih
terdapat ketidakpuasan masyarakat yang di vaksin dan menimbulkan gugatan hukum
kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berakibat sengketa medik. Tenaga
medis dan tenaga kesehatan hanyalah pelaksana Vaksinasi Covid-19, untuk jenis vaksin
yang digunakan diatur oleh Pemerintah, apabila terjadi reaksi simpang yang terjadi
akibat Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan hanya
sebatas melakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga Pemerintah
seharusnya menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan
secara konkrit dan penerapannya dapat dijalankan dengan optimal karena tenaga medis
dan tenaga kesehatan merupakan profesi pelaksana Vaksinasi Covid-19 yang
diamanahkan untuk memberikan pelayanan vaksin wajib terhadap masyarakat.

Pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab penuh apabila pada pelaksanaan
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vaksinasi Covid-19 menimbulkan masalah hukum dan berdampak kepada tenaga medis

dan tenaga kesehatan.

2. Faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan sengketa medik dalam pelaksanaan
Vaksinasi Covid-19 adalah Kejadian yang Tidak Diharapkan pasca pemberian
Vaksinasi Covid-19; informasi tidak lengkap dan benar dari tenaga medis dan tenaga
kesehatan pelaksana Vaksinasi Covid-19; keterangan dan informasi yang tidak lengkap
dan benar dari pasien terkait riwayat kesehatan pasien; penilaian kondisi sasaran
Vaksinasi Covid-19 yang salah; kelalaian tenaga medis dan tenaga kesehatan ; serta
pengetahuan dan pemahaman pasien yang kurang terkait Vaksinasi Covid-19. Faktor-
faktor tersebut dapat dicegah dengan melakukan strategi mengatasi KTD yang diduga
KIPI; menjamin kualitas dan keamanan vaksin serta penyuntikan yang aman dengan
melakukan prosedur vaksinasi yang benar; peningkatan kapasitas pengetahuan dan
kemampuan tenaga kesehatan vaksinator; melakukan KIE yang baik bagi pasien;
menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19;
pemberian informasi melalui media cetak, media sosial, media elektronik,; Penyebaran
berita positif seputar vaksinasi diharapkan mampu mengatasi rumor negatif (black
campaign) yang menyebabkan kesalahpahaman dan penolakan sebagian masyarakat;

serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Vaksinasi Covid-19 .

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal yaitu:
1. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada aparat penegak

hukum terkait kejadian sengketa medik akibat pelaksanaan Vaksinasi Covid-19,
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mengingat peraturan peundang-undangan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan
tenaga kesehatan sudah ada, namun penerapannya belum optimal. Sehingga tidak ada
lagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah menjalankan tugasnya sesuali
prosedur dituntut akibat pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

. Bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebaiknya dalam melaksanakan vaksinasi
terhadap pasien harus memberikan informasi yang lengkap dan benar serta melakukan
skrining dengan cermat dan melakukan informed consent dalam bentuk perjanjian baik
secara lisan maupun tulisan agar menghindari terjadinya akibat hukum. Bagi pasien
ketika melaksanakan vaksinasi harus jujur atas penyakit yang di derita agar tidak

menimbulkan kerugian serta akibat hukum di kemudian hari.
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